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KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 

 

ABSTRAK 

Ayu Sawitri 

1917303068 

 

Program Studi Hukum Tata Negara. 

Fakultas Syariah, UIN Prof. Saiffuddin Zuhri Purwokerto 

 

Banyaknya prote rs yang di rlayangkan ke rpada MK te rrkai rt de rngan ambang 

batas parle rme rn 4% serrta be rrbagai r perrtirmbangan salah satunya te rrkai rt derngan 

kerti rdak adi rlan pada prosers pe rmi rlu se rhirngga. MK dalam amar putusan Nomor 

116/PUU-XXIr/2023 te rlah se rcara sah mermbatalkan ambang batas parle rme rnr 4%. 

dan hanya di gunakan pada pemilu tahun 2024 dan putusan ini berlaku pada 

pemilu 2029. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum 

hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan parliamatary threshold dalam 

putusan 116/PUU-XXI/2023 dan konstitusionalitas parlematary threshold pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library esearch) yaitu dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan lebih 

menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada 

dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk 

diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan lebih 

menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada 

dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk 

diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan.  

Hasil dari penelitian ini dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah 

Konstitusi, ketentuan ambang batas 4% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan 

rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh 

konstitusi. Konstitusionalitas pasca putusan 116/PUU-XXI/2023 Parlemantary 

threshold masih digunakan hanya saja penghapusan pada  ambang batas 4% 

karena dianggap tidak memiliki standar di parlemen. Dalam putusan Nomor 

116/PUU-XXI/2023 ambang batas 4%  tidak lagi digunakan untuk pemilu 2029 

terrmasuk mertoder dan argumern yang dirgunakan dalam mernerntukan palirng 

serdirkirt 4%. sejauh ini penggunaan ambang batas parlemen 2,5% masih menjadi 

opsi terbaik dari pada 4% dari segi keuntungan dan tidak mempersempit ruang 

gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi r 

 

Kata Kunci: Parlemantry threshold, ambang batas, konstitusionalitas. 

 

 



 
 

 vi 

MOTTO 

Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak mencoba 

-Roy T.Bennett 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan karya 

tulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 

0543b//U/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi 

Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut.  

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra ر
R 

 
Er 

 Zai Z Zet ز 

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Ṣad ṣ ص 
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض 
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 
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̀  ain‘ ع   koma terbalik (di atas) 

 Gain G Ge غ  

 Fa F Ef ف 

 Qaf ق  
Q 

 
Ki 

 Kaf K Ka ك 

 Lam L El ل 

 Mim M Em م 

 Nun N En ن 

 Wau W We و 

 Ha H Ha ھ 

 Hamzah ‘ Apostrof ء 

 Ya Y Ye ي 

 

B. Vokal   

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fat}hah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 D}ammah U U ـُ
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2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

...  َ  يْ
Fat}hah dan ya Ai a dan u 

...  َ  وْ
Fat}hah dan wau Au a dan u 

 

Contoh:  

  kataba  ك ت ب   -

 fa`ala  ف  عل   -

 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  

Huruf Arab Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 ا ...ى  ...
Fat}hah dan alif atau 

ya 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ ...

 D}ammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ ...

 

D. Ta’ Marbutah  

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:  

1. Ta’ marbutah hidup  

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”.  
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2. Ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”.  

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.  

Contoh:  

  raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رؤْض ةُ الأ طف الِ  -

ةْ     - طلْح  talhah 

 

E. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh:  

  nazzala  ن  زل   -

  al-birr  البِ ر -

F. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

  :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu.  

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.  

Contoh:  

  ar-rajulu  الرجُلُ  -

 al-qalamu الق لمُ  -

  



 
 

 xiii 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya dihari akhir. Dengan 

penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Konstitusionalitas Presidential Threshold Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 116/PUU-XXI/2023”. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berberapa pihak yang senantiasa 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa 

syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. 

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

4. Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 



 
 

 xiv 

6. M. Wildan Humaidi, S.H. M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

7. Mokhamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata 

Negara dan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto; 

9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

10. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

sudah sabar dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan; 

11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

12. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto; 

13. Kepada Orang tua tercinta dan teman-teman Program Studi Hukum Tata 

Negara  Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta 

tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. 



 
 

 xv 

Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. 

 

Purwokerto, 24  September 2024 

 

 

Ayu Sawitri 

NIM.  1917303068 

 

  



 
 

 xvi 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN .........................................................................  ii 

PENGESAHAN  .............................................................................................  iii 

NOTA DINAS PEMBIMBING  ....................................................................  iv 

ABSTRAK  .....................................................................................................  v 

MOTTO ..........................................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN ...........................................................................................  vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ...............................  viii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  xiii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  xvi 

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................  xviii 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .........................................................  1 

B. Definisi Operasional...............................................................  11 

C. Rumusan Masalah ..................................................................  14 

D. Tujuan Penelitian....................................................................  14 

E. Manfaat Penelitian .................................................................  15 

F. Kerangka Teoritik  ..................................................................  15 

G. Kajian Pustaka  .......................................................................  17 

H. Metode Penelitian...................................................................  20 

I. Sistematika Pembahasan ........................................................  23 



 
 

 xvii 

BAB II        LANDASAN TOERI 

A. Konstitusionalitas ...................................................................  25 

1. Pengertian dan Konsep Konstitusionalitas ........................  25 

2. Kedudukan dan Wewenang MK  .......................................  27 

3. Pengujian UU Oleh MK  ...................................................  28 

4. Batasan MK dalam menguji Undang-Undang  .................  37 

B. Ambang Batas Parlemen ........................................................  40 

1. Pengertian dan Konsep Ambang Batas Parlemen .............  40 

2. Model Ambang Batas Parlemen  .......................................  42 

3. Sejarah Ambang Batas Parlemen di Indonesia  .................  43 

BAB III       PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023 

A. Isi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 .........................  47 

B. Hasil Amar Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 ..........  54 

BAB IV KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL TRESHOLD 

DALAM PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023 

A. Analisis putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 

berdasarkan pertimbangan hukum hakim MK ........................  56 

B. Konstitusionalitas Parliamentry Threshold pasca Putusan 

MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 ............................................  66 

BAB  V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ............................................................................  77 

B. Saran  .......................................................................................  78 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



 
 

 xviii 

DAFTAR SINGKATAN  

 

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat  

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

KPU : Komisi Pemilihan Umum  

MK : Mahkamah Konstitusi  

UU : Undang-undang  

UUD : Undang-undang Dasar  

PARPOL : Partai Politik  

PILEG : Pemilu Legislatif  

PEMILU : Pemilihan Umum  

PERLUDEM : Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi  

PKS : Partai Keadilan Sejahtera  

PERINDO : Partai Persatuan Indonesia  

RI : Republik Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Irndonersira serbagai r nergara hukum yang berrdasar pada asas de rmokrasi r 

dirmana ke rdaulatan pernuh berrada di rtangan rakyat se rbagai rmana yang te rrtuang 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nergara Rerpubli rk Irndone rsira 

Tahun 1945 me rnyatakan bahwa "kerdaulatan be rrada di r tangan rakyat dan 

dirlaksanakan me rnurut Undang-Undang Dasar" untuk i rtu prose rs dermokrasi r 

yang be rrjalan harus me rlirbatkan rakyat.
1
 

Persta dermokrasi r dirtandai r serbagai r serbuah perrayaan untuk se rluruh 

rakyat I rndonersira de rngan adanya pe rmi rli rhan umum yang di rlaksanakan se rti rap 

li rma tahun se rkali r. Dir Irndonesia dirke rnal me rnggunakan si rste rm prersirde rntiral  

thrershold atau ambang batas parlerme rn. Ambang batas parle rme rn me rrupakan 

syarat yang di rbutuhkan olerh partai r polirtirk untuk me rnduduki r kursir DPR dan 

DPRD. Tujuan utama adanya parle rmerntary thrershold adalah untuk 

me rnye rderrhanakan partai r poli rtirk.
2
 

Prersirdernti ral thrershold perrtama kali r dirte rrapkan pada Permi rli rhan Umum 

tahun 2009 dergan syarat pe rrolerhan suara 2,5 % untuk serti rap partai r yang i rngirn 

duduk dirkursir DPR dari r jumlah suara nasi ronal serdangkan pada pe rmi rlu tahun 

                                                
1 Udiyo Basuki, “Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai 

Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum Caraka Justitia 1, No. 1 (2020): 21–41, Https://Doi.Org/1 

0.30588 /Jhcj.V1i1.699. 
2 Utami Argawati“Ambang Batas Parlemen Untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, https://www. mkri.id/index.php ?id=19790&menu=2 

&page=web.Berita. Di akses pada 19 Mei 2024. 



 
 

 

2 

2019 pe rrolerh suara nasi ronal untuk partai r adalah se rbanyak 4% agar dapat 

duduk dirkursir DPR.
3
 Dir I rndonersira te rrdapat partai r polirti rk 24 partai r poli rtirk yang 

berrparti rsirpasir, derngan 18 partair nasironal dan 6 partair lokal Acerh. Berberrapa 

partai r polirti rk yang i rkut dalam pe rmi rlu terrserbut antara lai rn Partai r Dermokrasi r 

Irndonersira Pe rrjuangan (PDIr Perrjuangan), Partai r Keradi rlan Serjahterra (PKS), 

Partai r Perrsatuan I rndonersira (Pe rrirndo), Partai r NasDerm, dan lairnnya. Se rbanyak 

24 partai r yang ada pe rrlu adanya pe rnye rderrhanaan agar le rbi rh si rstermati rs namun 

dalam si rsterm ambang batas parle rme rn berrdampak pada partai r baru yang be rlum 

me rmi rli rkir nama be rsar di rkancah masyarakat luas se rcara otomati rs berlum 

me rmi rli rkir dukungan dari r rakyat se rhirngga adanya ambang batas parle rme rn irni r 

me rngurangir ke rparti rsirpasi ran partai r untuk me rndudukir kursir parle rme rn. Dalam 

permi rlu tahun 2024 Berrdasarkan hasirl verrirfi rkasir tirngkat provirnsir yang 

dirlakukan ole rh Komirsir Permi rlirhan Umum (KPU) pada tanggal 14 Dersermbe rr 

2022, KPU RIr me rnertapkan 17 partai r polirti rk serbagai r perserrta Pe rmi rlu 2024.
4
 

Perrubahan ambang batas parle rme rn darir 2,5% me rnjadir 4 % dirlakukan 

me rlalui r amande rme rn Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 te rntang Pe rmi rli rhan 

Umum. Pe rrubahan i rnir di rlakukan de rngan tujuan untuk me rnirngkatkan kuali rtas 

dan stabi rlirtas sirsterm poli rti rk dir Irndone rsira. Salah satu alasan utama pe rrubahan 

ambang batas parle rme rn adalah untuk me rngurangi r jumlah partai r polirti rk yang 

te rrwakirli r dir parle rme rn. Se rberlumnya, ambang batas parle rme rn hanya se rbersar 

                                                
3 Aryo Putranto Saptohutomo “Pengertian Dan Alasan Penerapan Parliamentary 

Threshold,”, https://nasional.kompas .com/read/202 2/05/16/ 190300 11/pen gertian-dan-alasan-

penerapan-parliamentary-threshold. Di akses pada 19 Mei 2024. 
4“KPU RI Tetapkan 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 - kesbangpol.d enpasarkota 

.go.id,” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, https://www.kesbangpol.denpasar 

kota.go.id/berita/kpu-ri-tetapkan-17-partai-olitik-peserta-pemilu-2024. Di akses pada 19 Mei 2024. 
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2,5%, se rhirngga banyak partai r poli rti rk kerci rl dan i rnderpernde rn yang be rrhasirl 

me rmpe rrole rh kursir dir parle rme rn.
5
   

Banyaknya prote rs yang di rlayangkan kerpada MK te rrkai rt derngan 

ambang batas parle rme rn 4% serrta be rrbagai r perrti rmbangan salah salah satunya 

te rrkairt de rngan kerti rdak adi rlan pada prosers permi rlu serhirngga MK dalam amar 

putusan Nomor 116/PUU-XXIr/2023 terlah sercara sah me rmbatalkan ambang 

batas parle rme rn darir 4%. Salah satu alasan kuat MK me rmbatalkan putusan 

te rrserbut karerna di rnirlai r ti rdak ada keradi rlan permi rlu dan me rlanggar kerpasti ran 

hukum yang di rjami rn olerh konstirtusi r dan Kerputusan irnir akan berrlaku pada 

permi rlu 2029. Dalam putusan MK sercara erksplirsirt me rnjerlaskan bahwa tirdak 

adanya argume rn yang kuat kare rna MK ti rdak di rtermukan dasar me rtode r dan 

argume rn yang me rmadai r dalam me rnerntukan be rsaran angka atau pe rrserntase r 

ambang batas. MK me rnirlai r kerterntuan ambang batas parle rmern 4% yang di ratur 

dalam pasal 414 ayat (1) UU Permi rlu me rlanggar ke rpastiran hukum yang 

dirjami rn olerh konstirtusi. 
6
  Adapun Mahkamah Konsti rtusir dalam amar putusan 

me rmutuskan se rbagai r berri rkut :
7
 

1. Merngabulkan pe rrmohonan Permohon untuk serbagi ran; 

2. Mernyatakan Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 te rntang Pe rmi rlirhan Umum (Le rmbaran Ne rgara Re rpublirk I rndonersira 

                                                
 5 Fika Nurul Ulya, “Novianti Setuningsih“MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Pemilu 

2024 Tetap 4 Persen, Diubah Untuk Pemilu 2029 Dan Selanjutnya Halaman All - Kompas.Com,”, 

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/01/08005981/mk-putuskan-ambang-batas-parlemen-

pemilu-2024-tetap-4-persen-diubah-untuk?page=all. Di akses pada 04 Maret 2024. 
6 Sekretariat Jenderal MPR RI, “Ketua Kelompok DPD Di MPR, M. Syukur Dukung 

Putusan MK Batalkan Ambang Batas Parlemen 4 Persen,” mpr.go.id, https://www.mpr.go.id/ 

berita/Ketua-Kelompok-DPD-di-MPR,-M.-Syukur-Dukung-Putusan-MK-Batalkan-Ambang-

Batas-Parlemen-4-Persen. Di akses pada 18 Mei 2024. 
7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. 
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Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Le rmbaran Nergara Rerpubli rk Irndone rsira 

Nomor 6109) adalah konsti rtusironal se rpanjang te rtap be rrlaku untuk Pe rmi rlu 

DPR 2024 dan konsti rtusironal be rrsyarat untuk dirbe rrlakukan pada Pe rmi rlu 

DPR 2029 dan permirlu be rrirkutnya se rpanjang terlah dirlakukan perrubahan 

te rrhadap norma ambang batas parle rme rn serrta be rsaran angka atau 

perrserntase r ambang batas parle rme rn de rngan be rrperdoman pada pe rrsyaratan 

yang te rlah di rterntukan; 

3. Permuatan Putusan irnir dalam Be rri rta Nergara Rerpubli rk Irndonersira 

serbagai rmana me rsti rnya; 

4. Mernolak pe rrmohonan Permohon untuk se rlai rn dan serlerbi rhnya  

Alasan kuat MK merngabulkan pe rmbatalan ambang batas 4% adalah 

te rlah te rrjadir dirsproporsironal antara suara permi rli rh derngan jumlah partai r polirti rk 

dir DPR serlama di rterrapkannya ambang batas parle rme rn dalam permi rlu anggota 

DPR.
8
 Mernurut MK aturan te rrserbut di rnirlai r ti rdak serjalan derngan pri rnsirp 

kerdaulatan rakyat, keradi rlan permi rlu, dan me rlanggar ke rpastiran hukum yang 

dirjami rn olerh konsti rtusir. Perri rntah MK te rrserbut ti rdak be rrlaku surut serhi rngga 

baru berrlaku untuk Permi rlu Le rgirslati rf (Pirlerg) 2029 me rndatang. Me rnurut 

Perrlude rm, ke rte rntuan ambang batas parle rme rn irnir ti rdak bolerh ti rdak dirkai rtkan 

derngan ke rterntuan di r dalam Pasal 168 ayat (2) UU Permi rlu yang me rngatur 

bahwa permi rlu untuk me rmi rli rh anggota DPR bairk provirnsir maupun 

                                                
8 Utami Argawati, “Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional 

Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya “https://www.mkri.id/index.php?page= 

web.Berita&id=20080&menu=2 . Di akses pada 18 Mei 2024. 

https://www.mkri.id/index.php?page=%20web.Berita&id=20080&menu=2
https://www.mkri.id/index.php?page=%20web.Berita&id=20080&menu=2
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Kabupaten/Kota di rlaksanakan de rngan sirste rm proporsi ronal te rrbuka.
9
 Serlai rn i rtu 

MK tirdak me rnermukan alasan yang kuat dalam me rne rntukan ambang batas 

parle rme rn. Mahkamah ti rdak me rne rmukan dasar me rtoder dan argume rn yang 

me rmadai r dalam me rnerntukan be rsaran angka atau pe rrserntaser ambang batas 

parle rme rn di rmaksud, te rrmasuk me rtode r dan argume rn yang di rgunakan dalam 

me rnerntukan pali rng serdirkirt 4% dari r jumlah suara sah sercara nasi ronal 

serbagai rmana di rterntukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Permi rlu. Se rlai rn irtu 

te rrdapat be rberrapa alasan kuat lai rnnya me rngapa MK me rmbatalkan ambang 

batas parle rme rn yai ru serbagai r berrirkut:
10

 

1. Tirdak Konsi rstern dan Mernirmbulkan Kertirdak pasti ran se rhirngga Perrlude rm 

me rngairtkan ke rterntuan ambang batas parlerme rn irnir derngan ti rdak 

konsirsternnya atau merni rmbulkan ke rti rdakpasti ran antara ke rterntuan ambang 

batas parle rme rn yang 4% dan berraki rbat tirdak te rrwujudnya si rsterm pe rmi rlu 

yang proporsi ronal karerna hasi rl permi rlunya ti rdak proporsironal. 

2. Tirdak Ada Dasar Rasironali rtas di rdalamnya MK ti rdak me rne rmukan dasar 

rasironali rtas dalam perne rtapan bersaran angka atau pe rrserntaser pali rng serdirkirt 

4% dirmaksud dirlakukan derngan me rtoder dan argume rn pernghi rtungan atau 

rasironali rtas yang jerlas. Hal i rnir berrarti r bahwa perne rtapan ambang batas 

parle rme rn 4% ti rdak dirdasarkan pada argume rn yang jerlas dan rasironal. 

3. Merncerde rrair Kerdaulatan Rakyat se rhirngga MK me rni rlair ke rterntuan ambang 

batas parle rme rn 4 perrsern tirdak se rjalan derngan pri rnsirp kerdaulatan rakyat, 

                                                
9Faustinus Nua “Ini Alasan MK Hapus Syarat Ambang Batas Parlemen 4,”, 

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/655567/ini-alasan-mk-hapus-syarat-ambang-batas-

parlemen-4. Di akses pada 18 Mei 2024. 
10 “Ambang Batas Parlemen Untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian, Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia.” 
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keradi rlan permi rlu, dan me rlanggar kerpastiran hukum yang dirjami rn olerh 

konstirtusi r. Karerna i rtu, MK me rngabulkan serbagi ran pe rrmohonan te rrkai rt 

kerte rntuan Pasal 414 ayat (1) yang me rngatur ambang batas parle rme rn 4 

perrsern. 

4. Merngkonverrsir Suara Rakyat dalam Ambang batas parle rme rn 4% 

berrdampak te rrhadap konve rrsir suara sah me rnjadir jumlah kursir DPR yang 

berrkai rtan derngan proporsironali rtas hasirl permi rlu. Karerna irtu, MK merni rlai r 

kerbi rjakan ambang batas parle rme rn terlah me rrerduksir hak rakyat serbagai r 

permi rli rh. Suara yang le rbirh banyak te rtapi r tirdak me rnjadir anggota DPR 

karerna partai rnya ti rdak me rncapai r ambang batas parle rme rn. 

5. Tak E rferktirf dalam Mernye rderrhanakan Jumlah Partai r me rnjadirkan Pernerrapan 

ambang batas parle rme rn 4% dapat di rnirlai r ti rdak e rferkti rf dalam 

me rnye rderrhanakan jumlah partai r poli rtirk dir DPR. Hakirm MK me rngatakan 

bahwa pe rnirngkatan angka atau pe rrserntaser ambang batas parle rme rn ti rdak 

sirgnirfi rkan me rngurangir jumlah partai r polirtirk di r DPR 

Derngan de rmi rki ran, MK me rmutuskan bahwa ambang batas parle rme rn 

4% harus dirubah untuk me rmasti rkan sirsterm pe rmi rlu yang le rbirh proporsironal 

dan de rmokrati rs. MK juga me rnye rrahkan perrubahan ambang batas parle rme rn 

kerpada pe rmbe rntuk Undang-Undang, derngan syarat bahwa perrubahan te rrserbut 

harus me rmpe rrhati rkan li rma poi rn, terrmasuk me rnjaga proporsironali rtas si rste rm 

Permi rlu proporsironal dan me rncergah be rsarnya jumlah suara yang ti rdak dapat 

dirkonve rrsir me rnjadir kursir DPR. 
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Dalam pe rrtirmbangan hukum Mahkamah Konstirtusir ti rdak me rnermukan 

dasar me rtoder dan argume rn yang me rmadai r dalam me rnerntukan bersaran angka 

atau pe rrserntase r ambang batas parle rme rn dirmaksud, te rrmasuk me rtoder dan 

argume rn yang di rgunakan dalam me rnerntukan pali rng serdirki rt 4% (e rmpat pe rrsern) 

dari r jumlah suara sah sercara nasi ronal se rbagai rmana di rte rntukan dalam Pasal 414 

ayat (1) UU Permi rlu. Bahkan, me rrujuk kerterrangan pe rmbe rntuk undang-undang, 

yai rtu Prersirdern dan DPR terrhadap perrmohonan a quo, Mahkamah ti rdak 

me rnermukan dasar rasironali rtas dalam pe rnertapan be rsaran angka atau pe rrserntase r 

pali rng serdirkirt 4% (ermpat pe rrsern) dirmaksud dirlakukan derngan me rtode r dan 

argume rn pernghirtungan atau rasi ronali rtas yang jerlas.
11

 

Adanya ambang batas di rtujukan untuk me rnye rderrhakan partai r polirti rk 

yang di rnirlai r te rrlalu be rrtumpuk se rhi rngga me rmbutuhkan pe rnye rderrhanaan. 

Namun hal i rnir ti rdak berrlaku e rferkti rf dalam pe rrjalanan pe rnerrpannya. Dalam 

perrti rmbangan hukumnya, Mahkamah me rmaparkan dalam konte rks 

kerte rrpernuhan pri rnsirp proporsironali rtas di rmaksud, mi rsalnya, pada Pe rmi rlu 2004 

suara yang te rrbuang atau ti rdak dapat dirkonverrsir me rnjadir kursir adalah 

serbanyak 19.047.481 suara sah atau se rkirtar 18%. pada pe rmi rlu tahun 2009 

me rnggunakan ambang batas 2,5% , kermudiran pada tahun 2014 me rnggunakan 

ambang batas 3,5 %  dan pada pe rmi rlu 2019 me rnggunakan ambang batas 4%. 

MK berrperndapat bahwa PT berrdampak pada konve rrsir suara sah me rnjadir 

jumlah kursi r DPR. MK me rnyatakan bahwa suara yang te rrbuang atau ti rdak 

                                                
11 Utami argawati“Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional 

Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya | Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia,”, https://www.mkri.id/index.php?id=20080&menu=2&page=web.Berita. Di akses pada 

17 Mei 2024. 
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dapat di rkonverrsir me rnjadir kursir DPR pada Permi rlu 2009 serbanyak 19.047.481 

suara sah atau se rkirtar 18% dari r suara sah nasironal. Pada Pe rmi rlu 2019, te rrdapat 

13.595.842 suara ti rdak dapat di rkonve rrsir me rnjadir kursir DPR atau serki rtar 9,7% 

suara sah nasi ronal. Pada Permi rlu 2014, MK me rnye rbutkan bahwa, te rrdapat 

2.964.975 suara yang tirdak dapat di rkonverrsir me rnjadir kursir DPR atau serki rtar 

2,4% dari r suara sah nasironal.
12

 

Mernurut Mahkamah pernerntuan be rsaran angka atau pe rrserntaser ambang 

batas parle rme rn yang tirdak dirdasarkan pada dasar me rtode r dan argume rn yang 

me rmadai r, sercara nyata te rlah me rnirmbulkan di rsproporsironali rtas hasi rl permi rlu 

karerna ti rdak proporsironalnya jumlah kursir dir DPR derngan suara sah sercara 

nasironal. Padahal, sersuai r derngan perrti rmbangan hukum Putusan Mahkamah 

Konstirtusir Nomor 3/PUU-VIrIr/2009, ke rwernangan pe rmbe rntuk undang-undang 

dalam me rnerntukan ambang batas parle rmern te rrmasuk be rsaran atau pe rrserntase r 

dapat di rbe rnarkan serpanjang ti rdak berrte rntangan de rngan hak polirti rk, kerdaulatan 

rakyat, dan rasi ronali rtas.
13

 

Irndonersira me rnganut si rsterm multi r partair yang arti rnya akan banyak 

partai r baru dan merngi rkutir kompe rnte rsir pe rmi rlirhan umum. Ambang batas 

parle rme rn i rnir me rnunjukan adanya pe rnergakan hukum yang ti rdak me rlirhat pada 

latar be rlakang si rsterm multi r partai r dir Irndonersira.
14

 Putusan MK Nomor 

116/PUU-XXIr/2023 adalah putusan yang sangat pernti rng dalam se rjarah hukum 

                                                
12 Haris Fadhil, “Alasan MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Harus Diubah Sebelum 

Pemilu 2029,” detiknews,, https://news.detik.com/pemilu/d-7219420/alasan-mk-putuskan-

ambang-batas-parlemen-harus-diubah-sebelum-pemilu-2029. Di akses pada 17 Mei 2024. 
13 Utami Argawati“Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional 

Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia.” 
14 Utami Argawati “MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 Tetap 4 Persen, 

Diubah Untuk Pemilu 2029 Dan Selanjutnya Halaman All - Kompas.Com.” 
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Irndonersira, kare rna merngatur ambang batas parle rme rn (parli ramerntary thre rshold) 

yang me rnjadir salah satu ke rterntuan yang kerrap di rujir konsti rtusironali rtasnya ke r 

Mahkamah Konsti rtusir (MK). Putusan MK Nomor 116/PUU-XXIr/2023 

me rngabulkan serbagiran pe rrmohonan Perrhirmpunan untuk Permi rlu dan 

Dermokrasi r (Perrluderm) yang me rmpe rrsoalkan ke rte rntuan yang me rnyaratkan 

ambang batas pe rrole rhan suara pali rng serdirki rt 4 pe rrsern dari r jumlah suara sah 

sercara nasi ronal untuk di rirkutkan dalam pe rnerntuan pe rrole rhan kursi r anggota 

DPR. Serjauh irnir pernggunaan ambang batas parle rme rn 2,5% me rnjadir opsi r 

te rrbairk darir pada 4% karerna dari r sergi r keruntungan dan ti rdak me rmpe rrsermpi rt 

ruang gerrak masyarakat untuk be rrparti rsirpasir dalam pe rsta de rmokrasir. Serlai rn irtu 

ambang batas parle rme rn 2,5% me rmi rlirki r sirsir posi rti rf serhirngga me rnjadir opsi r 

te rrbairk untuk perne rtapan ambang batas pare rle rme rn dirantaranya se rbagai r 

berri rkut:
15

 

1. Mernye rderrhanakan Sirste rm Ke rpartai ran serhirngga ambang batas parlerme rn 

2,5% dapat me rmbantu me rnye rderrhanakan sirsterm ke rpartai ran dir parle rme rn. 

Derngan ambang batas yang le rbirh re rndah, partai r poli rtirk yang me rmi rlirki r 

dukungan re rlati rf kercirl dapat le rbirh mudah me rmpe rrole rh kursir dir parle rme rn, 

serhirngga me rni rngkatkan re rprerserntasir poli rtirk dan ke rpartai ran yang le rbi rh 

berragam. 

2. Mernirngkatkan Proporsironali rtas ambang batas parle rme rn 2,5% dapat 

me rnirngkatkan proporsironali rtas hasirl permirlu. Derngan ambang batas yang 

le rbirh rerndah, partai r poli rti rk yang me rmi rlirki r dukungan re rlati rf ke rcirl dapat 

                                                
15 Utami Argawati, “Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem 

Kepartaian”,pada https://www.mkri. id/index.php?id=19790 &menu =2&page=web.Berita. Di 

akses pada 23 Juni 2024. 
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le rbirh mudah me rmpe rrole rh kursir dir parle rme rn, serhirngga hasi rl permi rlu le rbirh 

proporsironal dan le rbi rh me rwakirli r kerpernti rngan masyarakat. 

3. Merncergah be rsarnya jumlah suara ti rdak dirkonverrsir me rnjadirkan ambang 

batas parle rme rn 2,5% dapat me rncergah bersarnya jumlah suara yang ti rdak 

dapat di rkonve rrsir me rnjadir kursir DPR. Derngan ambang batas yang le rbi rh 

rerndah, partai r poli rtirk yang me rmi rli rkir dukungan re rlati rf kerci rl dapat le rbi rh 

mudah me rmpe rrolerh kursir dir parle rme rn, serhirngga me rngurangi r jumlah suara 

yang ti rdak dapat di rkonverrsir me rnjadir kursir DPR. 

4. Mernirngkatkan ki rnerrja parle rme rn serhi rngga ambang batas parle rme rn 2,5% 

dapat me rnirngkatkan ki rnerrja parle rme rn. Derngan ambang batas yang le rbi rh 

rerndah, partai r poli rtirk yang me rmi rli rkir dukungan re rlati rf kerci rl dapat le rbi rh 

mudah me rmpe rrole rh kursir di r parle rme rn, serhi rngga me rnirngkatkan stabi rli rtas 

perme rrirntahan dan e rferkti rvirtas parle rme rn. 

5. Mernjaga kerdaulatan rakyat, ambang batas parle rme rn 2,5% dapat me rnjaga 

kerdaulatan rakyat. Derngan ambang batas yang le rbirh re rndah, partai r poli rti rk 

yang me rmi rli rkir dukungan re rlati rf ke rcirl dapat le rbirh mudah me rmperrole rh kursi r 

dir parle rme rn, serhi rngga me rnirngkatkan re rprerserntasi r poli rtirk dan ke rpartai ran 

yang le rbirh berragam, serrta me rnjaga hak rakyat se rbagair pe rmi rli rh 

Mernurut Djayadi r Hanan berrpe rndapat bahwa Prersirdernti ral Thrershold 

ti rdak e rferktirf dalam me rnirngkatkan kuali rtas de rmokrasi r se rrta dapat me rnghambat 

partai r-partai r poli rti rk irnde rperndern dan me rmbatasi r konte rstasi r yang kompe rti rti rf 

dalam pe rmi rlirhan pre rsirdern. Namun PT dapat me rmpe rrkuat koali rsir poli rti rk antar 

partai r, yang dapat merngarah pada transaksir polirti rk yang ti rdak serhat serhirngga 
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dapat me rmbatasi r jumlah calon pre rsirde rn dan me rmpe rngaruhir hasirl pe rmi rli rhan 

yang me rnjadirkan partai r-partai r poli rtirk irnderpe rndern dan me rmbatasi r konterstasi r 

yang kompe rti rti rf dalam pe rmi rlirhan pre rsirdern te rrhambat.  Untuk i rtu pe rrlunya ada 

permbatasan yang di rlakukan ole rh perme rrirntah agar ambang batas parle rme rn 

ti rdak sermaki rn me rmperrsermpi rt ruang ge rrak masyarakat dalam pe rsta de rmokrasi r. 

Serli ran i rtu permbatalan ambang batas parle rme rn 4% me rrupakan salah satu opsi r 

te rrbairk serhi rngga di rkermbali rkan kersdirakala yai rtu 2,5% se rcara otomati rs ti rdak 

ada pe rrubahan dan perrombakan ulang dalam tatanan parle rme rn dir Irndone rsira. 
16

 

Perrubahan ambang batas me rrupakan salah satu ke rbirjakan yang di rbuat 

dalam rangka pe rrampi rngan partai r agar me rmudahkan pe rngerlompokan partai r 

koali rsir dirdalam parle rme rn namun ke rbi rjakan terrserbut di rnirlai r me rnghalangi r partai r 

baru dalam konte rstasirnya di r parle rme rn. Darir urai ran di ratas perne rlirti r te rrtari rk 

untuk me rnerli rti r sercara le rbirh lanjut de rngan me rngkajir lerbi rh dalam te rntang  

parlermerntary thrershold dalam si rsterm permi rli rhan umum di r Irndonersira  dan 

perne rgakan hukum. Maka dari r i rtu pe rnerlirti r me rmaparkan karya tuli rs derngan 

judul  KONSTITUSIONALITAS PARLIAMENTARY THRESHOLD 

DALAM  PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-

XXI/2023. 

B. Definisi Operasional  

Derfirni rsir oprasironal dirgunakan untuk mernghi rndarkan ada ke rsalahan 

dalam me rmahmi r i rstirlah yang di rgunakan dalam pe rnerli rti ran i rnir maka dari r i rtu 

                                                
16 Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, And Vina Sabina, “Penguatan Sistem 

Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold,” Jurnal Sosial 

Humaniora Sigli 6 (December 20, 2023): 511–20, Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1685. 
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perne rlirti r me rmparkan berberrapa i rsti rlah pokok yang te rrdapat dalam skri rpsir irni r 

yai rtu serbagai r berrirkut: 

1. Prersirderntsiral thre rshold 

Prersirdernti ral Thrershold adalah ambang batas perrole rhan suara yang 

harus di rperrolerh ole rh partai r poli rti rk atau gabungan partai r poli rti rk agar dapat 

me rngajukan calon prersirde rn dan waki rl pre rsirdern. Ambang batas i rni r 

dirte rtapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terntang 

Permi rlirhan Umum, yang me rne rntukan bahwa partai r poli rtirk harus 

me rmpe rrole rh serkurang-kurangnya 15% dari r jumlah kursi r DPR atau 20% 

dari r perrole rhan suara sah sercara nasironal dalam Pe rmi rlu anggota DPR untuk 

dapat me rngajukan pasangan calon pre rsirdern dan waki rl pre rsirdern. 

Prersirdernti ral Thrershold be rrtujuan untuk me rngusulkan calon prersirde rn dan 

wakirl prersirde rn yang berrkuali rtas. Tujuan lai rnnya adalah me rmastirkan bahwa 

calon pre rsirde rn dan waki rl prersirde rn me rmi rli rkir dukungan yang si rgnirfi rkan dari r 

partai r poli rti rk atau masyarakat. Prersirde rnti ral Thrershold te rlah dirte rrapkan 

dalam be rberrapa pe rmi rlu dir Irndone rsira. Pada tahun 2019, suara nasironal 

serbanyak 25% di ranggap ti rdak re rle rvan apabi rla di rte rrapkan pada pe rmi rlu, 

karerna hal i rni r akan me rmbatasi r ke rmampuan organi rsasir poli rti rk, te rrutama 

organirsasir poli rtirk baru, untuk i rkut serrta permi rlu dan me rncalonkan pre rsirdern 

serrta waki rl prersirde rn. 
17

 

 

 

                                                
17 Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis 

Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Jurnal Penelitian Dan 

Karya Ilmiah 19, No. 2 (June 21, 2019): 181–93, Https://Doi.Org/10.33592/Pelita.Vol19.Iss2.120. 
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2. Parli ramerntary thrershold 

Ambang batas parlerme rn atau parli ramerntary thrershold adalah 

syarat mi rnirmal pe rrole rhan suara partai r polirti rk untuk dirirkutkan dalam 

perne rntuan kursir dir Derwan Perrwakirlan Rakyat (DPR) dan Derwan 

Perrwakirlan Dae rrah (DPRD).
18

 Serbe rlum adanya ambang batas parle rme rn 

4% yang di rgunakan I rndonersira saat i rnir, te rrdapat be rberrapa pe rrubahan serjak 

Permi rlu 2009. Pada Permi rlu 2009, ambang batas parle rme rn serbe rsar 2,5% 

me rnye rbabkan DPR diri rsir olerh sermbi rlan partai r. Kermudi ran, pada Permi rlu 

2014, ambang batas parle rme rn di rtirngkatkan me rnjadir 3,5%, yang 

me rnghasirlkan DPR diri rsir olerh serpuluh partai r. Pada Permi rlu 2019, ambang 

batas parle rme rn kermbali r dirti rngkatkan me rnjadir 4%, dan hasirlnya DPR diri rsir 

ole rh sermbi rlan partai r. Merskirpun terrdapat pe rnirngkatan angka atau 

perrserntase r ambang batas parle rme rn dari r waktu ke r waktu, pe rnirngkatan i rnir 

ti rdak diranggap si rgnirfi rkan dalam me rngurangi r jumlah partair poli rti rk di r 

parle rme rn.
19

 

3. Konstirtusironali rtas 

Konstirtusironalita tatar adalah prose rs dirmana MK me rngujir UU yang 

dirni rlai r tirdak serusai r derngan pri rnsirp dan nirlai r dalam UUD 1945. Perngujiran 

konstirtusi ronali rtas dirlakukan untuk me rmasti rkan bahwa ke rbirjakan atau 

perraturan ti rdak me rlanggar hak asasi r manusira, pri rnsirp-prirnsirp dermokrasi r, 

                                                
18 “Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat Untuk 

Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,”, 

https://www.mkri.id/index.php?id=20080&menu=2&page=web.Berita. Di akses pada 02 Maret 

2024. 
19 Bernadetha Aurelia Oktavira S.H and Hukumonline, “Ketentuan Parliamentary 

Threshold Setelah Putusan MK,” July 7, 2018, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-

iparliamentary-threshold-i-setelah-putusan-mk-lt65d8827563d2e/. Di akses pada 02 Maret 2024. 
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dan ni rlai r-nirlai r yang te rrkandung dalam UUD 1945. Dalam 

kosntirtusi ronali rsme r terrdapat be rberrapa asperk pernti rng dirdalamnya se rpe rrti r 

me rnjaha agar hak warga ne rgara te rtap berrjalan, me rnjadir pernye rirmbang 

antara pe rme rrirntahan dan le rmbaga-lermbaga le rgi rstalti rf serrta me rnjadi r 

perngawas perme rrirntahan. Dalam konte rks Irndonersira, konstirtusi ronali rsme r 

sangat pe rntirng dalam me rnjaga stabirli rtas dan dermokrasi r. Dalam be rberrapa 

tuli rsan, Djayadi r Hanan juga me rmbahas te rma-te rma te rrkai rt derngan 

konstirtusi ronali rsme r dan de rmokrasi r konsti rtusironal di r Irndonersira.
20

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

memutuskan Parliamentary Threshold dalam putusan Nomor 116/PUU-

XXI/2023?  

2. Bagaimana konstitusionalitas Parliamentary Threshold pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Pernerli rti ran irnir dirbuat untuk me rnjerlaskan te rntang bagai rmana si rste rm 

permi rli rham umum dir Irndone rsira te rntang ambang batas parle rme rn atau 

Prersirdersntiral thre rshold  dalam si rsterm de rmokrasir Irndonersi ra. 

2. Untuk me rlirhat apakah ambang batas parle rme rn (Prersirdersnti ral thrershold) 

4% yang te rrdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ti rdak me rmati rkan ke rirkut 

parti rsirpasiran partai r polirti rk baru dalam konte rstasir permi rlu berrdasarkan 

putusan MK Nomor 116/PUU-XXIr/2023. 

                                                
20Rofiq Hidayat,  “Kritik Atas Putusan Pengujian Aturan Ambang Batas Pencalonan 

Presiden,”, https://www.hukumonline.com/berita/a/kritik-atas-putusan-pengujian-aturan-ambang-

batas-pencalonan-presiden-lt62cee84a57ee2/. Di akses pada 23 Juni 2024. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Sercara Te rorirti rs 

Sercara te rorirti rs pernerli rti ran irni r me rnirnjau se rcara e rfe rktirf apakah 

ambang batas parle rme rn 4% mampu me rnjami rn ke rpartirsi rasiran parpol untuk 

irkut duduk dalam kursi r parle rme rn dalam konte rstasir permi rlu dan me rlirhat 

apakah ambang batas parle rme rn ti rdak me rnghirlangkan hak warga ne rgara.  

2. Sercara prakti rs 

Pernerli rti ran i rnir di rharapkan mampu me rnjadi r sumbe rr rujukan baru 

te rntang ambang batas parle rme rn dalam si rsterm pe rmi rlu di r Irndonersira dan 

dirharapkan me rnjadir serbuah sumbe rr perngambi rlan solusir atas perrmasalahan 

te rrkairt de rngan ambang batas parle rme rn (Parliramerntary thrershold). 

F. Kerangka Teoritik  

1. Prersirdernti ral Thrershold me rnurut Djayadi r Hanan 

Mernurut Djayadi r Hanan dalam bukunya yang be rrjudul Me rnakar 

Prersirdernsirali rsmer Multi rpartai r Dir Indonesia  (Upaya Me rncari r Format 

Dermokrasi r Yang Stabi rl Dan Dirnamirs Dalam Konte rks Irndonerirsa)  

prersirde rntiral thre rshold ti rdak e rferkti rf dalam me rnirngkatkan kuali rtas 

dermokrasi r bahwa ambang batas i rni r dapat me rnghambat partair-partai r poli rti rk 

irnde rperndern dan me rmbatasi r konte rstasir yang kompe rtirti rf dalam pe rmi rli rhan 

prersirde rn. Serlai rn i rtu dapat me rmpe rrkuat koali rsir poli rtirk antar partai r, yang 

dapat me rngarah pada transaksi r poli rti rk yang ti rdak serhat ambang batas ti rdak 

me rnjami rn dukungan mayori rtas bagir prersirde rn dir DPR, serhirngga dapat 

me rmpe rngaruhi r stabirli rtas perme rrirntahan. Kermudi ran ambang batas dalam 
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prersirde rntiral thre rshold dapat me rmbatasir jumlah calon prersirde rn dan 

me rmpe rngaruhi r hasirl permi rlirhan serlai rn irtu dapat me rmpe rngaruhir stabi rlirtas 

partai r i rnderperndernt.
21

 

2. Ambang Batas Parle rme rn 

Kerte rntuan te rntang ambang batas parle rmern pada ne rgara  umumnya 

dirpe rngaruhir  olerh  kondirsir prosers kultural dan hirstori rs nergara. Tirdak ada 

bersaran re rsmi r bagi r suatu ne rgara me rngernai r perne rrapan ambang batas   

parle rme rn.   Be rberrapa   re rfrernsir   me rngernai r   ambang   batas   parle rme rn   di r   

berbe rrapa   nergara mernunjukkan  varirabe rl  yang  be rrberda.  Nergara-nergara  

dir  dunira  yang  me rnerrapkan  ambang  batas parle rme rn  tirdak  me rmi rli rki r  

batas  mutlak  bagi r  serti rap  nergara. Batas  mutlak  irni r  tirdak me rmbutuhkan  

adanya  suatu  ke rharusan  bagi r  se rti rap  ne rgara  untuk  me rnerrapkannya.  Hal  

yang  lazi rm adalah te rrdapat pe rngercuali ran dari r me rkanirsme r ambang batas 

parle rme rn te rrhadap konte rks hukum yang me rngatur.
22

 

Ambang Batas Parle rmern/ Parle rmerntary Trershold pada haki rkatnya 

sudah dirte rrapkan di r Irndonersira se rjak berrlakunya Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2008 te rntang Permi rlirhan Umum anggota De rwan Perrwakirlan Rakyat, 

Derwan Perrwakirlan Daerrah, dan De rwan Perrwakirlan Rakyat Daerrah. Pasal 

202 ayat (1) Undangundang te rrserbut mernye rbutkan bahwa Partai r Polirti rk 

Perserrta Pe rmi rlu harus me rme rnuhir ambang batas pe rrole rhan suara serkurang-

                                                
21 Djayadi Hanan “Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia (Upaya Mencari 

Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indoneisa)”, (Bandung: Al-

Mizan,2014). 
22Sandro Andriawan, dkk ,Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi,”, 

https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1495/598. Di akses pada 02 

Juni 2024. 
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kurangnya 2,5% (dua koma li rma pe rrserratus) dari r jumlah suara sah sercara 

nasironal untuk di rirkutkan dalam pe rnerntuan perrole rhan kursir DPR.
23

 

G. Kajian Pustaka 

Pe rrtama, pernerli rtiran irni r dirlakukan ole rh Ady Supryadi r dkk. De rngan 

judul pernafsirran konstirtusi r Terrhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXIr/2023 

te rntang Ambang Batas Parle rme rn.
24

 Pernerli rti ran irnir me rnunjukan  bahwa 

Mahkamah  Konsti rtirtusi r  me rlalui r  Putusan  Nomor  116/PUU-XXIr/2023  

me rngabulkan  untuk serbagiran te rrhadap perrmohonan ujir mate rrirl yang di rajukan 

ole rh Perrkumpulan Untuk Permi rlu dan Dermokrasi r (Perrluderm) atas ke rte rntuan 

Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terntang Pe rmi rlirhan 

Umum yai rtu partai r poli rtirk harus  me rme rnuhir  ambang  batas  perrole rhan  suara  

pali rng  serdirkirt  4  %  darir  jumlah  suara  sah  sercara  nasi ronal  untuk di rirkutkan  

dalam  pe rnerntuan perrole rhan kursir  anggota  DPR,namuntafsirr  konstirtusi r  

te rrhadap putusan  te rrserbut  ti rdak me rmbatalkan ambang batas parle rme rnserbe rsar 

4%,me rlai rnkan tafsirr putusan terrserbut me rmbe rri rkan lergirti rmasi r bahwa 

Mahkamah  Konsti rtusir  me rmutuskan  konstirtusi ronal  berrsyarat.  Putusan  

konstirtusi ronal  be rrsyarat  me rngandung  tafsirr konsti rtusir bahwa ambang batas 

4% parle rme rn te rtap berrlaku bai rk pada pe rmi rlu DPR 2024 maupun permi rlu DPR 

2029, serpanjang  pernerntuan  ambang  batas  te rrserbut  tirdak  dirdasarkan  pada  

                                                
23 Ady Supryadi Et Al., “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-

XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” Ganec Swara 18, No. 1 (March 9, 2024): 592–96, 

Https://Doi.Org/10.35327/Gara.V18i1.800. Di akses pada 02 Juni 2024. 
24 Ady Supryadi Et Al., “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-

XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” Ganec Swara 18, No. 1 (March 9, 2024): 592–96, 

Https://Doi.Org/10.35327/Gara.V18i1.800. 

https://doi.org/10.35327/Gara.V18i1.800
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me rtoder  dan  argumern serrta  pe rrsyaratan serbagai rmana yang terlah di rte rntukan 

dalam putusan Mahkamah Konsti rtusir. 

Kerdua, pe rnerlirti ran i rnir dirlakukan ole rh Mardiran Wi rbowo
25

 derngan judul 

Mernakar  Konstirtusironali rtas se rbuah  Kerbi rjakan  Hukum  Terrbuka  dalam  

Perngujiran  Undang-Undang. Hasirl pe rnerlirti ran me rnjerlaskan bahwa pernggunaan 

konserp Konserp ope rn le rgal  poli rcy  yang  dirtafsi rrkan  MK  se rbagai r  ke rberbasan  

bagi r  permbe rntuk  UU  untuk  se rberbas-berbasnya  me rnyusun  kerbi rjakan  

hukum,  te rrnyata  kermudi ran dirbatasi r serndirri r olerh MK derngan me rrujuk pada 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Derngan me rnafsirrkan Pasal 28J ayat (2) se rcara 

erkste rnsirf dan lerbirh progrersirf dirte rmukan permbatasan bagi r konserp opern lergal 

poli rcy. Pe rmbatasan dermi rkiran, kare rna di rtuangkan dalam Putusan MK terntu 

berraki rbat me rngi rkat  bagi r  se rmua  pi rhak  (e rrga  omne rs),  te rrutama  bagi r  

permbe rntuk  UU  yang  me rnjadir  ”adrersat”Putusan  MK. 

Kerti rga, perne rlirti ran i rnir di rlakukan ole rh Sultoni r Firkrir dkk. de rngan judul 

perne rlirti ran Pernguatan Sirsterm Pre rsirdernsiral Merlalui r Perne rrapan Ambang Batas 

Parle rmerntary Thrershold.
26

 Hasirl  pernerli rti ran  irnir  me rnunjukkan  pernti rngnya  

perne rrapan  parli ramerntary  thre rshold,  di rmana  pe rmbe rntukan  thre rshold  

serbernarnya  me rrupakan  upaya  pe rme rrirntah  dan  DPR  untuk  me rrampi rngkan  

partai r poli rtirk  guna  me rnirngkatkan  e rferkti rfirtasnya  dalam pe rme rrirntahan.  

Untuk  me rngkonsolirdasi rkan partai r  polirti rk  dan  me rnirngkatkan  stabi rli rtas  

                                                
25 Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka 

Dalam Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2015): 196–216, 

https://doi.org/10.31078/jk1221. 
26 Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, And Vina Sabina, “Penguatan Sistem 

Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold,” Jurnal Sosial 

Humaniora Sigli 6 (December 20, 2023): 511–20, Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1685. 
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poli rtirk,  yang  pada  akhi rrnya  akan  me rnawarkan ke rkuasaan,  otori rtas,  dan  

martabat  pe rme rrirntah,  di rperrlukan  ambang  batas  parle rme rn.  dalam 

me rmbe rntuk pe rme rrirntahan yang stabi rl adalah  pe rnerrapan ambang batas  

parle rme rn.  

Ambang batas parle rme rn serkarang di rgunakan, te rtapi r dapat dirkatakan 

bahwa irtu ti rdak erfirsire rn karerna lerbi rh banyak partai r polirti rk yang me rme rnuhi r 

syarat untuk parle rmern dari rpada le rbirh serdi rkirt. I rnir kare rna kompromi r partai r 

poli rtirk, bukan pe rnerli rti ran i rlmi rah, me rnerntukan ti rngkat perrserntase r yang 

dirgunakan. pe rrhirtungan perrserntase r ambang batas parle rme rn perrlu di rlirhat dari r 

berrbagai r sudut, bukan hanya te rrlertak pada jalan te rngah yang tirpi rs antara partai r 

bersar dan partai r kercirl. Serlai rn irtu, pernggunaan ambang batas parle rme rn nasironal 

dapat di rpe rrtirmbangkan ke rmbali r agar  pe rnye rde rrhanaan  partair  poli rti rk  dapat 

te rrjadir  sercara  nasi ronal hi rngga ker  dae rrah  kare rna me rmpe rrkuat pe rme rri rntah 

dae rrah  sama pe rntirngnya untuk me rmbangun perme rrirntahan nasironal yang stabi rl 

serperrti r me rmpe rrkuat perme rrirntah pusat. Namun, kare rna serti rap kerpe rntirngan 

dae rrah berrberda dan harus dirpernuhir sercara berrtahap, pe rnerrapan ambang batas 

parle rme rn nasi ronal ti rdak dapat di rbagi r sercara serragam be rsaran perrserntase rnya. 

Berrdasarkan pe rmaparan te rntang pe rnerli rti ran yang te rlah di rlakukan ole rh 

berbe rrapa pe rnerli rtir serberlumnya, maka dapat di rsirpulkan bahwa se rbagiran be rsar 

hanya me rmbahas serputar de rngan parlermtary tre rshold atau ambang batas 

parerle rme rn dirli rhat dari r putusan MK se rhirngga yang me rnajadi rkan perne rlirti ran 

saya se rlaku pe rnerli rtir berrberda adalah te rrle rtak pada pernggunaan pe rnafsirran 

putusan MK sercara konstirtusi ronal serbagai r me rtode r anali rsirs yang di rlirhat dari r 
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sudut pandang te rori r konsti rtusir dan pe rrtirmbangan hukum haki rm MK te rrkairt 

derngan putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 terrhadap pe rmbatalan 

perrubahan ambang batas parle rme rn 4 % dan MK sercara sah te rlah me rmbatalkan 

ambang batas parle rme rn 4 % dan kermbali r kersermula me rnjadi r 2,5 % dan 

dirbe rrlakukan pada permi rlu tahun be rri rkutnya. Se rhirnga pe rnerli rti ran yang akan 

pernli rti r lakukan be rlum te rrdapat pe rnerli rti ran lai rn yang me rmbasan te rntang i rsu 

yang pe rnerlirti r angkat untuk di rterli rti r.  

H. Metode Penelitian 

1. Jernirs perne rlirti ran 

Jernirs pernerli rti ran irnir adalah pe rnerli rti ran perrpustakaan (li rbrary 

rerserarch) yai rtu pe rnerli rti ran yang me rngkajir terntang dokume rn-dokume rn 

te rrterntu dan kermudiran di rsirmpulkan be rrdasarkan hasirl anali rsirs pernerli rtir. 

Serhirngga dalam pe rnerli rti ran irnir me rngkajir te rntang ambang batas parle rme rn 

(Parli ramerntary thrershold) dalam si rsterm dermokrasi r dir Irndonersira.
27

 

2. Sumbe rr Data 

a. Prirme rr 

Pada pernerli rti ran irnir sumbe rr utama adalah sumbe rr data utama 

dalam prose rs perngumpulan data
28

 dalam perne rlirti ran i rnir sumbe rr prirme rr 

adalah putusan MK No 166/PUU-XXI/2023 te rntang pe rmbatalan 

ambang batas parle rme rn 4% dalam putusan irni r berrirsir terntang 

permbatalan atas pasal Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

                                                
27 “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Sari Jurnal Borneo Humaniora,”, Http://Jurnal.Bor neo.Ac.Id/Index.Php/Bor 

neo_Humaniora/Article/View/2249/1519. Di akses pada 27 Mei 2024. 
28 Nanang Martono, "Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data 

Sekunder"  (Rajagrafindo Persada, 2010).hlm. 75 
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Tahun 2017 te rntang Permi rlirhan Umum di rnyatakan i rnstoksti rtusironal dan 

diranggap me rlanggar norma dan hak warga ne rgara se rhi rngga MK 

me rmbatalkan ambang batas 4% dan dirkermbali rkan ker ambang batas 

2,5% dan akan di rberrlakukan pada pe rmi rlu tahun 2029. Ke rmudi ran 

sumbe rr ke rdua me rnggunakan te rorir Djayadi r Hanan derngan judul 

Mernakar Prersirdernsirali rsmer Multi rpartai r Dirirndone rirsa (Upaya Me rncari r 

Format De rmokrasi r Yang Stabirl Dan Di rnami rs Dalam Konte rks 

Irndonersia).
29

 

b. Serkunderr 

Pada pe rnerli rtiran i rni r sumbe rr data se rkunderr be rrasal dari r buku-

buku hukum, jurnal pe rne rlirti ran yang me rnjadir sumbe rr perndukung 

perne rlirti ran.
30

 Sumbe rr serkunderr me rnggunakan sumbe rr buku hukum 

serbagai r te rorir pe rndukung dari r Djayadi r Hanan de rngan judul buku 

Mernakar Prersi rdernsirali rsmer Multi rpartai r Dir Indonersia (Upaya Me rncari r 

Format De rmokrasi r Yang Stabirl Dan Di rnami rs Dalam Konte rks 

Irndoneri rsa). 

3. Pernderkatan Pe rnerli rti ran 

Pernelitian i rnir me rnggunakan je rnirs pernde rkatan anali rsi rs derskrirptirf 

dirmana pe rnerli rtir me rnjerlaskan be rrdasarkan te rorir yang pe rnerli rtir gunaka untuk 

                                                
29 Djayadi Hanan dengan judul buku Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia 

(Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indoneisa), 

(Bandung: Al-Mizan,2014). 
30 Martono, METODE PENELITIAN KUANTITATIF.hlm. 77 
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me rnjawab terrkai rt derngan ambang batas parle rme rn dalam si rterm pe rmi rlu di r 

Irndonersia r.
31

 

4. Jernirs Perngumpulan Data 

Jernirs pe rngumpulan data me rnggunakan me rtode r dokume rntasir 

yang be rrupa sumbe rr li rte rratur be rrupa buku, hasi rl pe rnerlti rran, arsi rp, dokme rn 

untuk me rndukung pe rnerli rti ran. Dalam pe rne rli rtiran me rnggunakan putusan MK 

No 166/PUU-XXI/2023 te rntang pe rmbatalan ambang batas parle rme rn 4%.
32

 

Kermudi ran dir perrkuat derngan te rorir darir Djayadi r Hanan derngan judul buku 

Mernakar Prersirdernsirali rsmer Multi rpartai r Dir  Indonesia (Upaya Me rncari r 

Format De rmokrasi r Yang Stabi rl Dan Dirnami rs Dalam Konte rks Irndonersia). 

5. Mertode r anli rsirs data 

Pada terkni rk anali rsirs data pernerli rti r me rnggunakan me rtoder anali rsirs 

derdukti rf. Anali rsirs derdukti rf adalah me rtoder anali rsa yang be rrtolak pada data-

data yang be rrsirfat umum ke rmudi ran di rambi rl ke rsirmpulan yang be rrsirfat 

khusus. Pada perne rlirti ran i rnir me rnjadirkan putusan MK Nomor  166/PUU-

XXI/2023 serbagai r rujukan utama untuk me rnjawab pe rrmasalahan yang 

berrkai rtan derngan ambang batas parle rme rn (Parliramerntary thrershold) 

kermudi ran dirsimpulkan se rsuair derngan data yang di rte rmukan ole rh perne rlirti r.
33

 

Mertode r anali rsirs data me rnggunakan putusan MK No 166/PUU-XXI/2023 

serbagai r bahan untuk di ranali rsirn dan ke rmudiran di r te rli rti r berrdasarkan te rorir 

                                                
31 Tjipto subadi, “metode penelitian kualitatif”, (Surakarta: muhammadiyah university 

press, 2006), hlm.66 
32 “Metode Penelitian Kualitatif - Prof. Dr. Conny R. Semiawan - Google 

Buku,",https://books.google .co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAlXu GUCUC&oi=f nd&pg=  PA 

2&dq=metode+pe nelitian+kualitatif&ots=_AP9IxJJ R_&sig=_WUI6R4FrSs4uSQcQhygpU0S 

qyc&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false.Di akses pada 27 

Mei 2024. 
33 Tjipto subadi, “metode penelitian kualitatif”,…hlm.68 
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Djayadi r Hanan dalam bukunya Me rnakar Prersirdernsirali rsmer Multi rpartai r Di 

Indonesia (Upaya Me rncari r Format De rmokrasir Yang Stabi rl Dan Di rnami rs 

Dalam Konte rks Irndonersia r) serhirngga me rnghasirlkan ke rsirmpulan yang le rbirh 

akurat dan te rrarah. 

I. Sistematika Pembahasan  

Serbagai r upaya untuk me rmpe rrmudah dalam me rnyusun se rrta mermahami r 

perne rlirti ran sercara si rstermati rs, maka pe rnuli rs me rnyusun ke rrangka pe rnulirsan. 

Dalam pe rnulirsan yang terrgabung dalam 5 (lirma) bab. Adapaun si rstermati rka 

permbahasannya adalah se rbagai r berri rkut: 

BAB Ir PE rNDAHULUAN, dalam bab i rnir me rmuat te rntang latar 

berlakang masalah, derfi rnirsir oprasironal, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

perne rlirti ran, kajiran pustaka,me rtode r perne rlirti ran, kerangka teoritik, dan 

serirste rmati rka permbahasan. 

BAB IrIr LANDASAN TErORI r, pada bab irni r berrirsir te rntang landasan 

te rorir yang di rgunakan se rbagai r bahan permbahasan untuk me rnjawab 

perrmasalahan dala perne rlirti ran skrirpsir i rnir. 

BAB IrIrIr, pada bab i rni r berrirsir tentang PUTUSAN MK NOMOR 

116/PUU-XXI/2023, Isi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, Hasil Amar 

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. 

BAB I rV pada bab i rnir berri rsir anali rsirs putusan MK Nomor 116/PUU-

XXI/2023 berdasarkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi, 

untuk selanjutnya penulis menganalisis pasca hasil Putusan Mahkamah 
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konstitusi Nomor 116/PUU-XXIr/2023 dengan menggunakan sudut pandang 

teori konstitusionlitas 

BAB V KE rSIrMPULAN, dalam bab i rnir me rmuat cakupan be rrupa 

kersirmpulan dan saran te rrkairt de rngan pe rmbatalan ambang batas parle rme rn 4% 

dan dirkermbali rkan ker ambang batas parle rme rn 2,5% dan dirgunakan pada 

permi rlu tahun 2029. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konstitusionalitas 

1. Pengertian dan konsep konstitusionalitas 

Konstitusionalitas dalam black law Dictionary diartikan sebagai konsisten 

dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah 

konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Konstitusionalitas norma 

tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai 

kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 

yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.
34

 

 Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk 

pada kewenangan badan yudisal untuk menentukan apakah Undang-Undang 

bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika 

terjadi pertentangan. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk 

menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan 

modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang 

lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, serta 

                                                
34

 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi 

Muatan, Cetakan Ke-6, Kanisius: Jakarta, 2011, Hal 27 
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pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi 

perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
35

  

Kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR 

sebagai perwujudan seluruh rakyat maka setelah Perubahan Ketiga UUD 

1945, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti MPR tidak 

lagi menjadi lembaga negara tertinggi yang dalam kedudukannya sebagai 

penjelmaan seluruh rakyat, bertugas memberi mandat 

kepada  penyelenggara  negara  lainnya,  yang  wajib memberikan 

pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang diberikan.
36

  

Dengan demikian, MPR hanya menjadi salah satu lembaga negara di 

antara lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan setara, namun 

dengan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berbeda. Pernyataan bahwa 

Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan tidak 

berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), sebagaimana termuat dalam 

Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.
37

 

Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai 

nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. 

Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas haruslah 

dibedakan dari pengujian legalitas. MK pengujian konstitusionalitas, 

                                                
35

 Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka 

Dalam Pengujian Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2015): 196–216, 

https://doi.org/10.31078/jk1221. 
36 Zuhro, R. Siti, 2019, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", Jurnal Penelitian Politik, 

Volume 16, Nomor 1, Juni. 
37

 Sandro Andriawan, dkk ,Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi,”, 

https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1495/598. Di akses pada 02 

Juni 2024. 
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sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan 

pengujian konstitusionalitas. Dalam perkara judicial review undang-undang, 

baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan MK hanya 

berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap 

UUD 1945.
38

  

MK hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, 

atau frasenya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak dapat 

menerobos batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam 

kompetensi legalitas. Dalam perkara judicial review, amar putusan MK tidak 

dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas Pengujian terhadap norma 

undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-

undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat 

pertama, pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian 

legalitas MK pengujian konstitusionalitas.
39

 

Sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan 

pengujian konstitusionalitas. Dalam perkara judicial review undang-undang, 

baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan MK hanya 

berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap 

UUD 1945. MK hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, 

kalimat, atau frasenya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak 

dapat menerobos batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam 

                                                
38

 Ahamad edi subiyanto, “Pemilihan umum serentak yang berintegrasi sebagai 

pembaruan demokrasi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 17. No.02. 2020, hal 20. 
39

 “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 26 

Agustus 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3. 
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kompetensi legalitas. Dalam perkara judicial review, amar putusan MK tidak 

dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas 

2. Kedudukan dan Wewenang MK 

a. Wewenang MK 

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 

1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
40

 

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

3) Memutus pembubaran partai politik, dan 

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

b. Kewajiban MK 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam 

ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum 

berupa penghianatan terhadap negar, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi 

                                                
40 “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 26 

Agustus 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3. 
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syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41

 

3. Pengujian UU Oleh MK 

Pengujian undang-undang adalah kewenangan MK yang paling 

populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Populer dalam arti 

paling banyak dilakukan oleh MK atas dasar permohonan dari masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang menjadi 

kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan 

dengan kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak 

konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan 

“sekadar” berpotensi dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, 

mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada MK agar suatu 

undang-undang diuji konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945).  

Terdapat dua jenis pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 

yaitu sebagai berikut:
 42

 

a. Pengujian materil 

Materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang 

yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. 

Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK 

akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak 

                                                
41 “Kedudukan dan Kewenangan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 26 

Agustus 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3. 
42 Mardian Wibowo.” Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”, 

materi_32_MK dan Hukum Acara PUU, hlm. 7-8 diakses pada 4 September 2024 
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menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang 

diuji dengan norma UUD 1945 maka MK akan menyatakan menolak 

permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang 

yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya 

tetap berlaku serta mengikat. Dalam pengujian materiil undang-

undang, norma yang menjadi dasar pengujian atau batu uji atau 

parameter uji sudah dibatasi yaitu hanya norma hukum dalam UUD 

1945. Norma hukum dimaksud dapat ditemukan baik dalam pasal 

maupun ayat UUD 1945, yang tersebar dalam “batang tubuh” Pasal 1 

sampai dengan Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal I sampai Pasal III, 

serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II. 

Dalam praktek pengujian undang-undang seringkali MK 

dihadapkan pada “keterbatasan” norma hukum UUD 1945 yang dapat 

dijadikan sebagai parameter uji. Hal demikian seperti telah disinggung 

di atas terjadi karena jumlah pasal dan/atau ayat UUD 1945 sangat 

terbatas sementara jumlah permasalahan konstitusionalitas sangat 

banyak dan membentang luas meliputi semua dimensi kehidupan 

masyarakat. Untuk itu, cepat atau lambat, MK memerlukan 

“penambahan” parameter uji. Penambahan demikian hanya dapat 

dilakukan dengan cara menafsirkan pasal dan/atau ayat dalam UUD 

1945.  Hukum acara pengujian undang-undang berikut tata cara yang 

dilakukan oleh MK:
43

 

                                                
43 Mardian Wibowo.” Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”, hlm,…13- 
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No Para Pihak Ketentuan 

1.  Pemohon  a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur 

dalam undang-undang; 

a. badan hukum publik atau privat; atau  

b. lembaga negara, yang menganggap hak 

dan/atau kewenangan konstitusionalnya 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang 

tertentu. 

2. DPR DPR terlibat dalam perkara pengujian undang-

undang karena keberadaannya (bersama Presiden) 

sebagai pembentuk undang-undang. Dengan 

demikian posisi atau kedudukan DPR dalam 

perkara pengujian undang-undang adalah sebagai 

pemberi keterangan perihal undang-undang yang 

sedang diuji. Dengan demikian dalam 

keterangannya DPR tidak pula “dituntut” untuk 

selalu membela undang-undang yang sedang 

diuji. Terbuka kemungkinan DPR untuk setuju 

sepenuhnya pada permohonan Pemohon, hal 

demikian karena DPR yang hadir dan 
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memberikan keterangan dalam persidangan MK 

tidak dapat dipastikan sama dengan DPR yang 

menyusun undang-undang yang sedang diuji. 

3. Presiden Keberadaan Presiden dalam perkara pengujian 

undang-undang sama dengan DPR, yaitu sebagai 

pembentuk undang-undang. Keterangan yang 

diminta oleh MK kepada Presiden adalah 

mengenai proses pembentukan, latar belakang, 

serta substansi undang-undang yang sedang diuji. 

Mengingat kesibukan Presiden sebagai Kepala 

Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, maka 

dalam persidangan Presiden diberi keleluasaan 

untuk menunjuk kuasa yang akan 

menggantikannya dalam persidangan. Pada 

umumnya yang ditunjuk adalah mentri hukum 

dan ham. 

4. Pihak Terkait Pihak terkait adalah pihak yang memiliki 

keterkaitan kepentingan dengan undang-undang 

yang sedang diuji. Subyek hukum yang dapat 

menjadi Pihak Terkait adalah sama dengan 

subyek hukum yang dapat menjadi Pemohon, 

yaitu perorangan warga negara Indonesia, 

kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum 
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publik atau privat, atau lembaga negara.  

Untuk dapat hadir dan memberikan keterangan 

dalam persidangan sebagai Pihak Terkait, calon 

Pihak Terkait harus terlebih dahulu mengajukan 

“Permohonan Menjadi Pihak Terkait” kepada 

MK. Terhadap permohonan tersebut MK akan 

menilai relevansi calon Pihak Terkait dalam 

perkara pengujian undang-undang. MK dapat 

menolak permohonan tersebut jika keberadaan 

calon Pihak Terkait tidak memiliki hubungan 

signifikan dengan undang-undang yang sedang 

diuji atau jika sudah ada Pihak Terkait lain yang 

memiliki kesamaan posisi/kedudukan dengan 

calon Pihak Terkait. 

 

Kemudian terdapat beberapa dokumen penting dalam 

melakukan pengujian terhadap undang-undang adalah sebagai 

berikut:
44

 

No 
Dokumen Yang 

Diperlukan 
Keterangan 

1. Permohonan Permohonan adalah dokumen yang 

diajukan Pemohon kepada MK, berisi 

permintaan agar MK membatalkan 

                                                
44 Mardian Wibowo,…hlm. 15-17 
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seluruh atau sebagian isi undang-

undang dengan alasan bahwa undang-

undang tersebut bertentangan dengan 

UUD 1945 

2. Keterangan DPR Keterangan DPR adalah dokumen 

yang setidaknya berisi penjelasan 

mengenai latar belakang, proses 

penyusunan, dan maksud dari 

ketentuan dalam undangundang yang 

sedang diuji. Keterangan DPR disusun 

oleh DPR yang saat ini aktif, dan tidak 

harus disusun oleh DPR yang 

membuat undang-undang 

bersangkutan dalam hal undang-

undang disusun oleh DPR periode 

sebelumnya. 

3. Keterangan Presiden Penjelasan mengenai Keterangan 

Presiden secara umum sama dengan 

penjelasan di atas mengenai 

Keterangan DPR 

4. Keterangan Pihak Terkait 

(jika ada) 

Keterangan Pihak Terkait adalah 

uraian secara lisan dan tertulis 

mengenai keberadaan undang-undang 
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yang diuji dari perspektif Pihak 

Terkait. Pihak 

Terkait boleh mengambil posisi 

mendukung undang-undang yang 

sedang diuji, sehingga Pihak Terkait 

akan meminta supaya undang-undang 

dimaksud tidak dibatalkan. Atau, 

Pihak Terkait boleh juga mengambil 

posisi berlawanan dengan undang-

undang atau mendukung Pemohon, 

sehingga meminta agar MK 

membatalkan undang-undang yang 

sedang diuji 

5. Keterangan Ahli (jika ada) Keterangan Ahli dapat disampaikan 

secara lisan dan/atau secara tertulis, 

yang berisi pandangan atau tinjauan 

keilmuan terhadap undang-undang 

yang sedang diuji, atau tinjauan 

keilmuan terhadap hal-hal lain yang 

meliputi/menaungi ketentuan undang 

undang yang sedang diuji tersebut. 

6. Keterangan Saksi (jika 

ada) 

Ahli berbicara dari sudut pandang 

disiplin keilmuan tertentu (biasanya 
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berupa analisis), sementara saksi 

menerangkan hal atau peristiwa atau 

fakta terkait ketentuan undang-undang 

yang sedang diuji. Syarat untuk dapat 

menjadi saksi adalah orang yang 

melihat, mendengar, atau mengalami 

sendiri peristiwa berkaitan dengan 

undang-undang yang sedang diuji, 

atau orang yang melihat, mendengar, 

atau mengalami sendiri peristiwa lain 

tetapi terkait dengan undang-undang 

yang sedang diuji 

7. Alat Bukti Alat bukti adalah suatu benda yang 

dapat menunjukkan adanya peristiwa 

hukum tertentu. Semua pihak dalam 

persidangan berhak untuk mengajukan 

alat bukti. Jenis alat bukti yang dapat 

dipergunakan/diajukan dalam 

persidangan pengujian undang-undang 

di MK adalah: 

a. surat atau tulisan; 

b. keterangan saksi 

c. keterangan ahli; 
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d. keterangan Pemohon, 

Presiden/Pemerintah, DPR, 

dan/atau DPD, serta keterangan 

pihak yang terkait langsung; 

e. petunjuk yang diperoleh dari 

rangkaian data, keterangan, 

perbuatan, keadaan, dan/atau 

peristiwa yang bersesuaian dengan 

alat-alat bukti lain; 

f. informasi elektronik 

8. Putusan MK Terdapat tiga jenis amar putusan 

dalam perkara pengujian undang-

undang, yaitu: 

a. Permohonan tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijk verklaard), yaitu 

amar yang dijatuhkan MK jika 

Pemohon dan/atau permohonannya 

tidak 

memenuhi syarat pengajuan 

permohonan; 

b. dikabulkan, yaitu amar yang 

dijatuhkan MK dalam hal dalil 

permohonan Pemohon terbukti 
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menurut hukum; dan 

c. Permohonan ditolak, adalah amar 

yang dijatuhkan dalam hal dalil 

permohonan Pemohon tidak 

terbukti atau tidak beralasan 

menurut hukum. 

 

b. Pengujian formil 

Pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil 

adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur 

pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini MK menilai apakah 

pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses 

pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan 

undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A 

UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur 

mengenai proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), 

Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.
45

 

4. Batasan MK dalam menguji Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

                                                
45 Mardian Wibowo,…hlm. 7 
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Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, terdapat beberapa batasan 

bagi MK dalam melaksanakan kewenangan ini adalah sebagai berikut:
46

 

Batasan Berdasarkan Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi 

a. Pasal 50 UU MK Tahun 2003 

membatasi undang-undang yang 

dapat dimohonkan untuk diuji 

hanya undang-undang yang 

diundangkan setelah perubahan 

UUD 1945. 

b. Pasal 56 UU MK membatasi 

bentuk putusan MK hanya dapat 

berupa mengabulkan 

permohonan, menolak 

permohonan, atau menyatakan 

permohonan tidak dapat 

diterima. 

c. Pasal 60 UU MK menyatakan 

materi muatan ayat, pasal, 

dan/atau bagian dalam undang-

undang yang telah diuji, tidak 

dapat dimohonkan pengujian 

kembali 

                                                
46 Galuh Candra Purnamasari, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan 

Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional,” Refleksi Hukum: 

Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (21 Maret 2018): 1–16, https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p1-16. 



 
 

 

40 

Batasan Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

a. MK tidak dapat menguji materi 

muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian dalam undang-undang 

yang telah diuji dengan batu uji 

berbeda. 

b. MK tidak dapat menguji 

undang-undang ratifikasi 

perjanjian internasional kecuali 

substansi perjanjian 

internasional tersebut 

bertentangan dengan UUD 

1945. 

c. Tidak ada batas waktu yang 

jelas bagi MK dalam memutus 

permohonan pengujian undang-

undang, yang dapat mencederai 

nilai kepastian hukum 

 

Meskipun demikian, kewenangan MK dalam menguji undang-

undang terus berkembang luas, antara lain dengan perluasan makna 

undang-undang, munculnya putusan bersyarat, dan kemampuan menguji 

undang-undang yang mengatur MK sendiri. 
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B. Ambang Batas Parlemen 

1. Pengertian dan Konsep Ambang Batas Parlemen 

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah 

ketentuan yang mensyaratkan partai politik harus memenuhi ambang batas 

perolehan suara tertentu agar dapat mendapatkan kursi di parlemen. 

Menurut Djayadi Hanan, pemberlakuan ambang batas parlemen di 

Indonesia adalah kontroversial karena:
47

 

 

Hanan berpendapat bahwa fungsi institusi seperti DPR, 

pemerintah, dan peraturan perundangan adalah untuk memfasilitasi 

pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya. Ia juga 

menyatakan bahwa makin banyak calon presiden, makin baik karena 

                                                
47 Perludem, “Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang Batas 

Pencalonan,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 November 2017, https://perludem 

.org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/. 

Menabrak logika pemurnian 
pelaksanaan sistem presidensial 

Secara yuridis, berpotensi 
bertentangan dengan konstitusi 

Secara politik, sulit mencari 
pembenaran kuat atas adanya 

ambang batas ini dalam pemilu 
serentak, baik dari segi teoretis 

maupun contoh empirik 

Alasan para pendukungnya bahwa 
ambang batas pencalonan presiden 

akan meningkatkan kualitas 
demokrasi dan penguatan sistem 

presidensial sangat bisa 
diperdebatkan 
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pemilu adalah arena kontestasi untuk melihat potensi calon pemimpin 

alternatif.
48

 

Djayadi Hanan menentang ambang batas parlemen karena 

beberapa alasan utama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap sistem 

demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia:
49

 

 

Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang 

batas parlemen tidak hanya berpotensi merugikan sistem demokrasi, tetapi 

juga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang mendasari pemilihan 

umum di Indonesia. Djayadi Hanan memandang hubungan antara ambang 

batas parlemen dan stabilitas pemerintahan dengan kritis, menyoroti 

                                                
48 Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, Dan Vina Sabina, “Penguatan Sistem 

Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold,” Jurnal Sosial 

Humaniora Sigli 6 (20 Desember 2023): 511–20, Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1685. 
49 Djayadi Hanan, “Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia Upaya Mencari 

Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis  Dalam Konteks Indonesia, (Bandung:PT. Mizan 

Publika, cet.1 2014 ), hlm. 89 

Menabrak Logika 
Sistem Presidensial 

• Hanan berpendapat bahwa ambang batas menciptakan ketidakmurnian dalam pelaksanaan 
sistem presidensial. Ia menekankan bahwa pemilu legislatif tidak seharusnya menjadi 
prasyarat untuk pemilihan presiden, karena hal ini merusak prinsip dasar dari sistem 
presidensial yang seharusnya memberikan mandat langsung dari rakyat kepada presiden 

Potensi 
Bertentangan 

dengan Konstitusi 

• Ia juga menunjukkan bahwa ambang batas dapat bertentangan dengan pasal 6A (2) UUD NRI Tahun 
1945, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan adanya ambang batas, hanya partai yang memenuhi 
syarat tertentu yang dapat mencalonkan, sehingga membatasi hak politik partai lain 

Kepentingan Politik 
Jangka Pendek 

• Hanan mengkritik bahwa ambang batas mungkin didasari oleh kepentingan politik jangka 
pendek untuk mengurangi potensi kekalahan dalam pemilu, yang menunjukkan 
ketidakpercayaan pada kemampuan pemimpin untuk bersaing secara adil 

Mengurangi 
Kualitas 

Demokrasi: 

• ambang batas akan meningkatkan kualitas demokrasi, karena hal ini justru membatasi 
pilihan bagi pemilih dan mengurangi jumlah calon presiden yang dapat bersaing dalam 
pemilu 
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beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. 

Berikut adalah pandangan utama Hanan mengenai hal ini:
 50

 

 

Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang 

batas parlemen dapat mengancam stabilitas pemerintahan dengan 

menciptakan ketidakmurnian dalam sistem presidensial, mengurangi 

representasi politik, dan berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.
51

 

2. Model Ambang Batas Parlemen 

Ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold, adalah 

ketentuan yang mengharuskan partai politik untuk mencapai persentase 

tertentu dari total suara sah untuk dapat memperoleh kursi di parlemen. Di 

Indonesia, ambang batas ini diatur dalam Pasal 414 UU Pemilu Nomor 7 

                                                
50 Lili Romli, “Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial,” Jurnal Communitarian 

1, no. 1 (26 Desember 2018), https://doi.org/10.56985/jc.v1i1.70. 
51 Djayadi Hanan “Peluang Partai Baru - Kompas.id,” diakses 3 September 2024, 

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru. 

• Hanan berargumen bahwa ambang batas parlemen dapat menciptakan 
ketidakmurnian dalam pelaksanaan sistem presidensial. Ia menekankan 
bahwa pemilu legislatif tidak seharusnya menjadi prasyarat untuk 
pemilihan presiden, karena hal ini dapat mengganggu independensi 
dan check and balance antara eksekutif dan legislatif. 

Ketidakmurnian 
Sistem Presidensial 

• Penerapan ambang batas dapat berpotensi mengurangi keragaman 
politik dan menciptakan parlemen yang kurang terfragmentasi. 
Meskipun ini bisa membantu stabilitas politik, Hanan mencatat bahwa 
hal ini juga dapat membatasi representasi bagi partai-partai kecil yang 
mungkin memiliki pandangan alternatif yang berharga 

Fragmentasi 
Parlemen 

• Hanan mempertanyakan klaim bahwa ambang batas akan 
meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem presidensial. 
Ia berpendapat bahwa ambang batas justru dapat mengurangi 
kualitas demokrasi dengan membatasi pilihan pemilih dan 
mengurangi jumlah calon presiden yang dapat bersaing 

Konsekuensi 
Terhadap Kualitas 

Demokrasi: 

• Dalam sistem multipartai, ambang batas dapat menyebabkan 
kesulitan dalam membangun koalisi yang stabil. Hanan 
menunjukkan bahwa ketergantungan pada ambang batas dapat 
mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, terutama jika partai-
partai yang terpilih tidak memiliki kesepakatan yang kuat dalam 
mendukung kebijakan pemerintah 

Potensi 
Ketidakstabilan 
Pemerintahan 
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Tahun 2017, yang menetapkan ambang batas minimal sebesar 4% dari 

jumlah suara sah secara nasional.
52

 

 

Dari pemaparan diatas terdapat dampak dari adanya Model ambang 

batas parlemen ini mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, termasuk 

representasi partai di DPR, stabilitas pemerintahan, dan kualitas 

demokrasi. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, partai-partai kecil 

mungkin kesulitan untuk mendapatkan kursi, sementara ambang batas 

yang lebih rendah dapat meningkatkan keragaman politik tetapi juga 

berpotensi menyebabkan fragmentasi yang lebih besar di parlemen.
53

 

3. Sejarah Ambang Batas Parlemen di Indonesia 

Sejarah ambang batas parlemen di Indonesia mencakup beberapa 

tahap penting yang mencerminkan perkembangan sistem pemilu dan 

                                                
52 Sholahuddin Al-Fatih, Dr Muchammad Ali Safaat, Dan Muhammad Dahlan, 

“Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia,” 

T.T. 
53 Djayadi Hanan, “Ambang Batas Presiden,” Kompas.Id, 25 Juli 2017, Https://www. 

kompas.id/baca/opini/2017/07/26/ambang-batas-presiden. 

Ambang 
Batas 4% 

• Ketentuan ini menyatakan bahwa hanya partai politik yang meraih minimal 4% suara sah yang dapat 
berpartisipasi dalam perolehan kursi di DPR. Ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian 
dan mencegah fragmentasi yang berlebihan di parlemen 

Usulan 
Penurunan 

Ambang Batas 

• Ada usulan dari beberapa pihak, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), untuk 
menurunkan ambang batas menjadi 1%. Usulan ini didasarkan pada argumen bahwa ambang batas yang 
lebih rendah akan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai baru dan mengurangi suara yang 
terbuang, sehingga hasil pemilu lebih proporsional 

Rumus 
Taagepera 

• Perludem juga mengusulkan penggunaan rumus yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Rein Taagepera 
untuk menentukan ambang batas yang lebih efektif. Rumus ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti 
jumlah daerah pemilihan dan jumlah kursi yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan ambang batas 
yang lebih adil dan proporsional 

Pertimbangan 
Konstitusi 

• Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguji konstitusionalitas ambang batas ini dan menyatakan bahwa 
penetapan ambang batas adalah ranah kebijakan legislatif, yang berarti pembentuk undang-undang 
memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ambang batas selama tidak bertentangan dengan UUD 
1945 
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dinamika politik di negara ini. Berikut adalah ringkasan mengenai sejarah 

dan perubahan ambang batas parlemen dari waktu ke waktu:
54

 

Penerapan Pertama 

(Pemilu 2009) 

Ambang batas parlemen pertama kali 

diterapkan dalam Pemilu 2009. Pada saat 

itu, syarat ambang batas ditetapkan sebesar 

2,5% dari jumlah suara sah secara nasional. 

Ketentuan ini hanya berlaku untuk 

penentuan kursi di DPR, sementara untuk 

DPRD provinsi dan kabupaten/kota tidak 

ada ambang batas yang diterapkan 

Perubahan Ambang 

Batas (Pemilu 2014) 

Dalam Pemilu 2014, ambang batas 

diperketat menjadi 3,5%. Perubahan ini 

diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012, yang 

bertujuan untuk menyederhanakan jumlah 

partai di parlemen dan meningkatkan 

stabilitas politik. Namun, meskipun ambang 

batas meningkat, jumlah partai yang 

berhasil mendapatkan kursi di DPR tidak 

mengalami penurunan yang signifikan. 

Ambang Batas Terkini 

(Pemilu 2019) 

Pada Pemilu 2019, ambang batas kembali 

ditetapkan sebesar 4%. Keputusan ini diatur 

                                                
54 Moch. Marsa Taufiqurrohman, “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada 

Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia,” Politika: Jurnal Ilmu Politik 12, no. 1 (27 

April 2021): 128–43, https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143. 
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dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. 

Mahkamah Konstitusi (MK) juga 

mengabulkan sebagian permohonan 

gugatan terkait ambang batas ini, 

menyatakan bahwa ketentuan tersebut 

merupakan ranah kebijakan legislatif dan 

konstitusional selama tidak bertentangan 

dengan UUD 1945 

Dinamika dan 

Kontroversi 

Ambang batas parlemen sering menjadi 

topik perdebatan di kalangan partai politik 

dan masyarakat. Beberapa pihak 

berargumen bahwa ambang batas 

membatasi representasi bagi partai-partai 

kecil dan suara minoritas, sedangkan 

pendukungnya berpendapat bahwa ambang 

batas diperlukan untuk menjaga stabilitas 

dan mencegah fragmentasi di parlemen 

Uji Materi dan 

Keputusan MK 

Seiring dengan perubahan ambang batas, 

banyak pihak mengajukan uji materi ke 

Mahkamah Konstitusi untuk menilai 

konstitusionalitas ketentuan ini. MK telah 

beberapa kali memutuskan bahwa 

pengaturan ambang batas adalah kebijakan 
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pembentuk undang-undang, yang 

memberikan keleluasaan kepada DPR dan 

pemerintah untuk menetapkan nilai ambang 

batas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

BAB III 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 

 

A. Isi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 

1. Alasan permohonan 

Bahwa permohonan ini mengajukan permohonan konstitusionalitas 

terhadap Pasal 414 ayat (1) “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi 

ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari 

jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan 

perolehan kursi anggota DPR sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat 

persen) dari jumlah suara secara nasional” Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
55

 

2. Pertimbangan hukum 

a. Kewenangan MK 

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran 

                                                
55 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 

MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah 

permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, 

in casu Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga 

Mahkamah 

berwenang menguji permohonan a quo.
56

 

b. Kedudukan Hukum Pemohon 

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK 

beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian 

Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang 

diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-

undang, yaitu: 

                                                
56 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 
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1) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang 

yang mempunyai kepentingan sama); 

2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

3)  badan hukum publik atau privat; atau 

4) lembaga negara. 

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 

2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) 

syarat, yaitu:
57

 

1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon 

yang diberikan oleh UUD 1945; 

2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para 

Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang 

yang dimohonkan pengujian; 

                                                
57 Denico Doly, “ Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen”, 

Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan 

Badan Keahlian Setjen DPR RI diakses pada 4 September 2014 https://berkas.dpr.go. 

id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-208.pdf  
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3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) 

dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

4) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan 

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 

5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 

maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan 

atau tidak lagi terjadi; 

c. Pertimbangan hukum hakim MK 

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam putusannya 

mengenai pembatalan ambang batas parlemen sebesar 4% 

mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang fundamental. 

Keputusan ini diambil setelah mengadili permohonan yang diajukan 

oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
58

 

1) Kedaulatan Rakyat: MK menegaskan bahwa ambang batas 

parlemen yang tinggi dapat mengurangi hak pemilih dan hak untuk 

dipilih, yang merupakan prinsip dasar dari kedaulatan rakyat. 

Dalam konteks ini, MK berargumen bahwa setiap suara harus 

dihargai dan tidak boleh terbuang hanya karena partai politik tidak 

memenuhi ambang batas yang ditetapkan. 

2) Keadilan Pemilu: MK mencatat bahwa ketentuan ambang batas 4% 

telah menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional. 

                                                
58 Ady Supryadi Dkk., “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-

Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” Ganec Swara 18, No. 1 (9 Maret 2024): 592–96, 

Https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800. 
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Banyak suara yang diperoleh oleh partai-partai kecil tidak 

terkonversi menjadi kursi, sehingga menciptakan ketidakadilan 

dalam representasi politik. 

3) Ketidakpastian Hukum: MK juga mengidentifikasi bahwa ambang 

batas tersebut menciptakan ketidakpastian hukum. Penetapan 

ambang batas yang tidak didasarkan pada perhitungan yang 

transparan dan partisipatif dianggap melanggar prinsip keadilan 

dan keterbukaan dalam proses legislasi. 

4) Kepastian untuk Pemilu Mendatang: Meskipun MK memutuskan 

bahwa ambang batas 4% masih berlaku untuk Pemilu 2024, 

mereka menyatakan bahwa ambang batas tersebut harus ditinjau 

ulang dan tidak akan berlaku untuk Pemilu 2029. Ini menunjukkan 

komitmen MK untuk memastikan bahwa sistem pemilu yang lebih 

adil dapat diterapkan di masa depan. 

3. Pertimbangan hakim 

Dalam pertimbangan hakim MK memutuskan perkara pembatalan 

ambang batas parlemen pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menyatakan mengabulkan 

pembatalan ambang batas parlemen 4% karena melihat secara norma 

ambang batas parlemen 4% dinilai membunuh hak warga negara dalam 

menyalurkan aspirasinya selian itu tidak ada alasan kuat ambang batas 

parlemen di gunakaan sehingga untuk pemilu tahun 2029 kembali ke 
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peraturan lama dengan menggunakan ambang batas parlemen 2,5%. 

Adapaun alasan kuat MK adalah sebagai berikut:
59

 

a. Kedaulatan Rakyat: MK menekankan bahwa ambang batas parlemen 

yang tinggi dapat mengurangi hak pemilih dan hak untuk dipilih, yang 

merupakan inti dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, MK 

berargumen bahwa setiap suara harus dihargai dan tidak boleh 

terbuang hanya karena partai politik tidak memenuhi ambang batas 

yang ditetapkan.
60

 

b. Keadilan Pemilu: MK mencatat bahwa ketentuan ambang batas yang 

ada telah mencederai prinsip keadilan pemilu. Keputusan ini diambil 

setelah mempertimbangkan dampak ambang batas terhadap 

representasi politik dan bagaimana hal tersebut dapat menciptakan 

ketidakadilan bagi partai-partai kecil yang mungkin memiliki 

dukungan publik tetapi tidak mencapai ambang batas. 

c. Kepastian Hukum: MK juga menyoroti bahwa pengaturan ambang 

batas yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik 

dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MK 

meminta agar perhitungan untuk menentukan besaran ambang batas 

dilakukan secara terbuka dan rasional, serta melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

                                                
59 Mimi kartika, “MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur | 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 31 Agustus 2024, https://www.mkri .id/index. 

php?id=21347&page=web.Berita. 
60 “Polemik Keputusan Mk Mengenai Ambang Batas Parlemen – Program Studi Ilmu 

Politik,” diakses 31 Agustus 2024, http://ip.fisip.unas.ac.id/polemik-keputusan-mk-mengenai-

ambang-batas-parlemen/. 
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d. Implementasi Keputusan: Meskipun MK membatalkan ambang batas 

4% untuk pemilu mendatang, keputusan ini akan mulai berlaku untuk 

pemilu yang akan datang setelah 2024, yaitu pada pemilu 2029. Ini 

menunjukkan adanya keinginan untuk memberikan waktu bagi sistem 

pemilu untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan datang 

Selain itu terdapat beberapa dampak yang di timbulkan dari 

adanya pembatalan ambang batas parlemen 4% Keputusan MK ini telah 

menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan politik. Beberapa pihak 

mendukung langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi dan 

memastikan bahwa suara rakyat tidak terbuang sia-sia. Di sisi lain, ada 

juga yang mengkhawatirkan bahwa penghapusan ambang batas dapat 

melemahkan konsolidasi partai politik dan mengganggu stabilitas politik. 

4. Pokok Perkara yang dikabulkan
61

 

a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk 

seluruhnya; 

b. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) 

dari jumlah suara sah secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas 

perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam 
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penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan besaran 

sebagai berikut: 

1) Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, 

ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; 

2) Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana 

dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan 

pembulatan”. 

c. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik 

Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; 

B. Hasil Amar Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 

1. Amar Putusan
62

 

a. Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi Pemohon 

b. Dalam Pokok Permohonan: 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2) Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang 

tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat 

untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya 

sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas 
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parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas 

parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah 

ditentukan; 

1) Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya 
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BAB IV 

KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL TRESHOLD  

DALAM PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023 

 

A. Analisis Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Berdasarkan 

Pertimbangan Hukum Hakim MK. 

Pengajuan permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diajukan 28 Agustus 2023 di 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaiki dengan permohonan 

dan diterima di Mahkamah pada 16 Oktober 2023. Yang mana pada pokoknya 

menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD 

NRI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap UUD, memutus pembubaran partai politik, 

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
63

  

Dalam permohonan si pemohon juga akan mengajukan permohonan 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945  in casu Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 terhadap Pasal Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan 

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, 

UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu 
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Mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa,  mengadili, dan memutus 

permohonan yang dilayangkan oleh pemohon.  

Pemohon dalam situasi ini adalah sebuah pihak yang mengganggap 

hak atau kewenangan konstitusionalnya  dirugikan oleh berlakunya suatu 

undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia; kesatuan 

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam 

Undang-Undang; badan hukum publik dan privat; atau lembaga negara. 

Guna pembahasan lebih mendalam, peneliti akan membahas mengenai 

pertimbangan hukum hakim terkait Putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 

yang membahas mengenai ambang batas. Secara umum parliamentary 

threshold memiliki arti sebagai sebuah batas tertentu dimana sekelompok 

orang tertentu dapat membuat dan mengubah hukum disuatu negara.  

Ambang batas parlemen ini yaitu sebuah ambang batas yang harus 

dilampaui oleh para parpol peserta pemilu untuk dapat meloloskan para 

kadernya untuk maju ke parlemen atau lembaga legislatif. Ambang batas 

parlemen ini biasanya dinyatakan dengan angka dan presentase berdasarkan 

dari sebuah parameter. Selain itu, dapat pula dinyatakan secara verbal atau 

tekstual berkenaan dengan definisi dan fungsinya dalam hukum. Ambang 

batas parlemen ini banyak digunakan di negara yang menganut sistem 

perwakilan proporsional.
64
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Sholahuddin Al-fatih, “ eksistensi threshold dalam pemilu serentak” Universitas 
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Di Indonesia sendiri ambang batas parlemen mulai diterapkan pada 

pemilihan umum tahun 2009 sebesar 2,5%, lalu pada pemilihan umum tahun 

2014 ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan bukan secara 

nasional. Sedangkan pada saat pemilihan umum tahun 2019 seperti tertuang 

dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 2017 menentukan 

besararn ambang batas menjadi 4%. Undang-Undang tidak secara implisit 

menafsirkan definisi ambang batas parlemen. Tetapi, Undang-Undang 

menentukan jumlah atau presentase angka ambang batas parlemen yang harus 

dicapai partai politik peserta pemil agar dapat memasukkan keterwakilannya 

dalam DPR.
65

  

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diperlukan sebagai 

instrument penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk menciptakan 

stabilitas politik yang nantinya akan memberikan kekuatan, kewibawaan, dan 

martabat bagi pemerintah. Ambang batas secara nasional diperlukan untuk 

menciptakan kompetisi yang sehat antar partai politik serta mempermudah 

penetapan partai politik terpilih dan menghindari sengketa pemilu. Tujuan lain 

diberlakukannya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah 

sebagai alat untuk mensinergikan partai politik dipusat dan di daerah sehingga 

partai politik secara efektif memperjuangkan serta membela kepentingan 

politik secara penuh.  

Dalam pertimbangan hukum hakim telah dipertimbangkan bahwa 

secara komparatif ambang batas parlemen bukan sesuatu yang dilarang untuk 

                                                
65 Sholahuddin Al-fatih, “Hukum pemilu dan threshold”, (Malang;UMMPress: 2022) 

halaman 37. 
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negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai negara yang 

menganut sistem multipartai, Indonesia telah menerapkan ambang batas 

parlemen sejak tahun 2009. Angka atau persentase ambang batas parlemen 

diatur sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional 

sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 partai politik di DPR. Selanjutnya, 

pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen 

diatur sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional yang 

menghasilkan 10 partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 

dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4%  

dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 partai politik di DPR. 

Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase 

ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan dalam mengurangi 

jumlah partai politik di DPR.  

Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif 

dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran 

angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke 

pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 

hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang 

memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas 

parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam 

menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, 

merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR 
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terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas 

dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4%  dimaksud 

dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang 

jelas. 

Apabila  kita melihat dari Indeks ENPP dan indeks Fragmentasi 

terhadap hasil pemilu 2009, menunjukkan pada besaran ambang batas  2,5%, 

3%, dan 4% tidak terjadi perubahan berarti dalam sistem kepartaian dan 

derajat fragmentasi.
66

 Dari simulasi pengukuran Indeks ENPP dan Indeks 

Fragmentasi terhadap hasil tiga pemilu terakhir, menunjukkan bahwa sistem 

kepartaian terbentuk secara optimal berhasil diraih oleh hasil Pemilu 1999 jika 

besaran ambang batas 2,5% diterapkan. Sementara pengukuran terhadap hasil 

pemilu 2004 dan 2009, menunjukkan kenaikan besaran ambang batas 3% dan 

4%, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sistem 

kepartaian dan tingkat fragmentasi. Instrumen ambang batas perwakilan pada 

titik tertentu memang dapat mengurangi jumlah riil partai di parlemen, namun 

jumlah riil partai politik bukanlah cerminan sistem kepartaian yang terbentuk. 

Apabila ambang batas diperlukan untuk mengurangi jumlah partai 

politik di parlemen, dengan harapan dapat menyederhanakan sistem 

kepartaian, sementara penerapan ambang batas tetap harus menahan laju suara 

terbuang agar tingkat disproporsionalitas tidak meningkat, berapa besaran 

ambang batas yang sesuai untuk untuk memilih anggota DPR.  signifikan. Dan  

                                                
66 Didik Supriyanto dan Agus Mellaz ’’Ambang batas Perwakilan’’, (Jakarta;Perludem, 

2011) hal 57 
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ambang batas 2,5%  pada Pemilu 2009, secara matematika sebenarnya 

sudah melampaui ambang batas optimal. Jika memang demikian, besaran 

ambang batas 2,5% tidak perlu dinaikkan lagi, demi menjaga keseimbangan 

bekerjanya sistem pemilu proporsional dengan tujuan menyederhanakan 

sistem kepartaian di  parlemen.  

Menurut Djayadi Hanan, pemberlakuan ambang batas parlemen di 

Indonesia adalah kontroversial karena:
67

 

 

Hanan berpendapat bahwa fungsi institusi seperti DPR, 

pemerintah, dan peraturan perundangan adalah untuk memfasilitasi 

pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya. Ia juga 

menyatakan bahwa makin banyak calon presiden, makin baik karena 

                                                
67 Perludem, “Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang Batas 

Pencalonan,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 November 2017, https://perludem 

.org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/. 

Menabrak logika pemurnian 
pelaksanaan sistem presidensial 

Secara yuridis, berpotensi 
bertentangan dengan konstitusi 

Secara politik, sulit mencari 
pembenaran kuat atas adanya 

ambang batas ini dalam pemilu 
serentak, baik dari segi teoretis 

maupun contoh empirik 

Alasan para pendukungnya bahwa 
ambang batas pencalonan presiden 

akan meningkatkan kualitas 
demokrasi dan penguatan sistem 

presidensial sangat bisa 
diperdebatkan 
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pemilu adalah arena kontestasi untuk melihat potensi calon pemimpin 

alternatif.
68

 

Djayadi Hanan menentang ambang batas parlemen karena 

beberapa alasan utama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap sistem 

demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia:
69

 

 

Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang 

batas parlemen tidak hanya berpotensi merugikan sistem demokrasi, tetapi 

juga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang mendasari pemilihan 

umum di Indonesia. Djayadi Hanan memandang hubungan antara ambang 

batas parlemen dan stabilitas pemerintahan dengan kritis, menyoroti 

                                                
68 Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, Dan Vina Sabina, “Penguatan Sistem 

Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold,” Jurnal Sosial 

Humaniora Sigli 6 (20 Desember 2023): 511–20, Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1685. 
69 Djayadi Hanan, “Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia Upaya Mencari 

Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis  Dalam Konteks Indonesia, (Bandung:PT. Mizan 

Publika, cet.1 2014 ), hlm. 89 

Menabrak Logika 
Sistem Presidensial 

• Hanan berpendapat bahwa ambang batas menciptakan ketidakmurnian dalam pelaksanaan 
sistem presidensial. Ia menekankan bahwa pemilu legislatif tidak seharusnya menjadi 
prasyarat untuk pemilihan presiden, karena hal ini merusak prinsip dasar dari sistem 
presidensial yang seharusnya memberikan mandat langsung dari rakyat kepada presiden 

Potensi 
Bertentangan 

dengan Konstitusi 

• Ia juga menunjukkan bahwa ambang batas dapat bertentangan dengan pasal 6A (2) UUD NRI Tahun 
1945, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan adanya ambang batas, hanya partai yang memenuhi 
syarat tertentu yang dapat mencalonkan, sehingga membatasi hak politik partai lain 

Kepentingan Politik 
Jangka Pendek 

• Hanan mengkritik bahwa ambang batas mungkin didasari oleh kepentingan politik jangka 
pendek untuk mengurangi potensi kekalahan dalam pemilu, yang menunjukkan 
ketidakpercayaan pada kemampuan pemimpin untuk bersaing secara adil 

Mengurangi 
Kualitas 

Demokrasi: 

• ambang batas akan meningkatkan kualitas demokrasi, karena hal ini justru membatasi 
pilihan bagi pemilih dan mengurangi jumlah calon presiden yang dapat bersaing dalam 
pemilu 
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beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. 

Berikut adalah pandangan utama Hanan mengenai hal ini:
 70

 

 

Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang 

batas parlemen dapat mengancam stabilitas pemerintahan dengan 

menciptakan ketidakmurnian dalam sistem presidensial, mengurangi 

representasi politik, dan berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.
71

 

Dalam teori Djayadi Hanan ini juga menjelaskan akan dampak yang 

terjadi akan adanya ambang batas pencalonan presiden yaitu membuat partai 

politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR atau yang baru ikut 

pemilu pada masa pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden 

dan wakil presiden. Atau mereka terpaksa ikut mendukung capres atau 

                                                
70 Lili Romli, “Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial,” Jurnal Communitarian 

1, no. 1 (26 Desember 2018), https://doi.org/10.56985/jc.v1i1.70. 
71 Djayadi Hanan “Peluang Partai Baru - Kompas.id,” diakses 3 September 2024, 

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru. 

• Hanan berargumen bahwa ambang batas parlemen dapat menciptakan 
ketidakmurnian dalam pelaksanaan sistem presidensial. Ia menekankan 
bahwa pemilu legislatif tidak seharusnya menjadi prasyarat untuk 
pemilihan presiden, karena hal ini dapat mengganggu independensi 
dan check and balance antara eksekutif dan legislatif. 

Ketidakmurnian 
Sistem Presidensial 

• Penerapan ambang batas dapat berpotensi mengurangi keragaman 
politik dan menciptakan parlemen yang kurang terfragmentasi. 
Meskipun ini bisa membantu stabilitas politik, Hanan mencatat bahwa 
hal ini juga dapat membatasi representasi bagi partai-partai kecil yang 
mungkin memiliki pandangan alternatif yang berharga 

Fragmentasi 
Parlemen 

• Hanan mempertanyakan klaim bahwa ambang batas akan 
meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem presidensial. 
Ia berpendapat bahwa ambang batas justru dapat mengurangi 
kualitas demokrasi dengan membatasi pilihan pemilih dan 
mengurangi jumlah calon presiden yang dapat bersaing 

Konsekuensi 
Terhadap Kualitas 

Demokrasi: 

• Dalam sistem multipartai, ambang batas dapat menyebabkan 
kesulitan dalam membangun koalisi yang stabil. Hanan 
menunjukkan bahwa ketergantungan pada ambang batas dapat 
mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, terutama jika partai-
partai yang terpilih tidak memiliki kesepakatan yang kuat dalam 
mendukung kebijakan pemerintah 

Potensi 
Ketidakstabilan 
Pemerintahan 
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cawapres yang tersedia, tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyatakan 

kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan 

tidak menggenapkan. Dengan begitu potensi ketidaksetaraan peserta pemilu 

dapat terjadi.  

Dengan seperti itu bisa memunculkan pula keterwakilan minoritas. 

Keterwakilan minoritas terutama mengenai keterwakilan politiknya perlu 

mendapatkan jaminan khusus oleh Mahkamah Konstitusi maupun pembentuk 

undang-undang. Pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan 

partai politik menggunakan instrumen PT, sangat disayangkan mengingat PT 

tidak dapat melindungi keterwakilan minoritas terutama keterwakilan 

politiknya.  

Sistem pemilihan yang digunakan untuk menentukan wakil dalam 

demokrasi perwakilan menciptakan sebuah kondisi dimana terdapat pihak 

pemenang pada satu sisi dan pihak yang kalah pada sisi yang lainnya. Hasil 

dari proses pemilu tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dan harus 

diterima sebagai sebuah akibat proses demokrasi yang kurang ideal. Sebagai 

akibatnya pihak yang kalah melalui proses kompetisi tidak akan terwakili di 

parlemen. Tidak terwakilinya pihak yang kalah (tidak mencapai BPP) adalah 

adil. Manakala melihat kembali ketentuan itu merupakan konsekuensi yang 

timbul akibat dari sebuah kompetisi. Pihak yang tidak terwakili karena kalah 

dalam pemilu adalah adil sebagai akibat dari wakil yang mereka kehendaki 

untuk duduk di parlemen tidak dapat bersaing dengan wakil lainnya untuk 

memenuhi BPP.  
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Namun apabila tidak terwakilinya rakyat diparlemen tidak serta merta 

terjadi karena kalah secara adil melalui proses pemilu. Tidak terwakilinya 

kebebasan politik mereka dikarenakan oleh penetapan ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold) sebagai mekanisme yang digunakan untuk 

menentukan wakil yang duduk di parlemen. Parliamentary threshold 

menimbulkan permasalahan serius bagi pihak yang tidak terpilih 

keterwakilannya karena partai politik yang mencalonkannya tidak mampu 

bersaing memenuhi parliamentary threshold.  

Dampak lain yang bisa muncul karena penerapan parliamentary 

threshold sebagai penentu wakil manakala dihadapkan pada sistem 

proporsional dengan sistem daftar terbuka dimana rakyat langsung memilih 

nama wakil yang diharapkan mewakili mereka bukan lagi memilih partai 

politik. Sistem pemilihan terbuka mengandung pengertian bahwa rakyat telah 

memberikan harapannya kepada wakil, tetapi harapannya dipatahkan oleh 

kenyataan bahwa wakil yang mereka pilih gagal duduk di parlemen karena 

terbentur oleh penerapan ambang batas parlemen (Parliamentary threshold). 

B. Konstitusionalitas Parliamentary Threshold pasca Putusan MK Nomor 

116/PUU-XXI/2023. 

Konstitusionalitas dalam black law Dictionary diartikan sebagai 

konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan 

dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah 

konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Konstitusionalitas norma 

tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang 
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai 

kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 

yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.
72

 

Didunia ini tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar (UUD). Negara dan Konstitusi merupakan dua 

lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bila negara hukum 

diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara maka, dapat 

relevan dengan apa yang disampaikan oleh A. Hamid. S. Attamimi, bahwa 

pada abad ke XX ini hampir tidak ada suatu negarapun yang menganggap 

sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas 

hukum”.
73

 

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, 

dimana berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan prinsip demokrasi yang 

ditegakkan oleh Indonesia sedari dulu. Dengan adanya demokrasi, maka setiap 

warga negara mempunyai hak dalam melibatkan diri secara nyata dalam 

pelaksanaan kekuasaan, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Pasal 1 Ayat 

(2) UUD 1945. Keterlibatan rakyat dalam negara demokrasi nampak dalam 

tiga hal utama, yaitu melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan. 

Melalui Pemilihan Umum ini, rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi 
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untuk menggunakan haknya dalam memilih para wakil yang bisa 

merepresentasikan kebutuhan mereka.
74

 

Aturan tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 

menjadi salah satu ketentuan yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke 

Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya dalam perkara No.116/PUU-

XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU No.7 Tahun 

2017 tentang Pemilu. Permohonan yang diajukan Perhimpunan untuk Pemilu 

dan Demokrasi (Perludem) itu mempersoalkan ketentuan yang menyaratkan 

ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara 

nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. 

Upaya Perludem tak sia-sia.  Pasalnya MK pun mengabulkan sebagian 

permohonan itu dengan menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 1 2017 

konstitusional untuk Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk Pemilu 

2029. Dengan kata lain, ambang batas sebesar 4 persen tidak lagi berlaku di 

Pemilu 2029 mendatang.75 “Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU 

7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 

dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan 

pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma 

ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas 

parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” kata 
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Ketua MK Suhartoyo membacakan sebagian amar putusan perkara No.116/PUU-

XXI/2023, Kamis (1/3/2024) kemarin. 

Dalam sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia, diterapkannya 

sistem perwakilan berimbang (proporsional) untuk memilih DPR dan DPRD 

sejak Pemilu Tahun 2004, kemudian untuk pemilihan DPD sendiri 

dilaksanakan dengan menggunakan sistem distrik. Satu hal yang membedakan 

antara kedua sistem tersebut adalah sistem proporsional menggunakan hasil 

suara yang didapat oleh partai politik tersebut yang menentukan jumlah 

persentase kursi di parlemen yang didapatkan, sedangkan untuk sistem distrik 

ini wilayah negara membagikan daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya 

sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan 

untuk dipilih. Kedua sistem ini pun seterusnya diadopsi dalam Pemilu Tahun 

2009 dan 2014.
76 

 

Salah satu instrumen baru dalam hukum pemilu adalah ambang batas 

atau Parliamentary Threshold. Menurut August Mellaz, salah satu aktivis 

Pemilu, Electoral Threshold, Threshold, ataupun Parliamentary Threshold 

pada dasarnya sama. Threshold diartikan sebagai ambang batas merupakan 

salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik, untuk dapat 

mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Sebenarnya pemberlakuan 

kebijakan ambang batas yang dirancang oleh pembentuk Undang-Undang 

(open legal policy), dengan tujuan untuk mewujudkan sistem multipartai 

sederhana yang akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat 
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yang akan menduduki kursi parlemen, khususnya dalam sistem pemerintahan 

presidensial yang ditegakkan oleh Indonesia. 

 Parliamentary Threshold pun diberlakukan karena Pemilu Legislatif 

yang diikuti oleh banyak partai politik sebagai kontestan peserta Pemilu 

tersebut, sehingga menimbulkan suatu permasalahan dalam pengambilan 

keputusan yang dimana adanya benturan kepentingan yang berbeda-beda dari 

setiap partai politik. 

Sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi dalam putusan 

Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebuah sistem dalam pemilu harus konsisten agar 

tidak muncul disproporsionalitas hasil pemilu dan tidak ada lagi suara pemilih 

yang terbuang dengan percuma. Aturan terkait ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold) menjadi salah satu ketentuan yang sering diuji 

konstitualitasnya ke mahkamah konstitusi. Seperti halnya dalam putusan 

nomor 116/PUU-XXI/2023 yang didalamnya menguji konstitusionalitas Pasal 

414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  

 Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan ambang batas 

parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% (empat persen) suara sah 

nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan 

pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk 

itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku 

dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan 

pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. 
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Walaupun ketentuan penghapusan ambang batas ini baru berlaku pada 

Pemilu 2029 nanti, tetapi tetap saja harus melihat pada kondisi yang saat ini 

dan pemilu sebelumnya, karena selama berjalannya pemilu di Indonesia 

mengenai ketentuan ambang batas parlemen ini tidak pernah mengalami 

kesalahan ataupun kegagalan dalam proses pemilihan umum pada lembaga, 

legislatif DPR dalam hal ini telah dianggap lebih relevan untuk era demokrasi 

mapan. Umumnya negara demokrasi terdapat dua karakter. Yaitu negara 

demokrasi transisi dan negara demokrasi mapan. Biasanya, negara demokrasi 

transisi, terutama yang sedang bergerak dari situasi dan gejolak konflik yang 

mendalam, lebih memerlukan keterikatan diantara semua pihak. Dengan 

demikian, dibutuhkan threshold yang rendah bagi partai peserta pemilu agar 

bisa menyuarakan aspirasinya. Sementara untuk negara demokrasi mapan 

biasanya lebih memilih threshold yang lebih tinggi. 
77

 

Ambang batas parle rme rn 2,5% me rnjadir opsi r te rrbairk dari r pada 4% 

karerna dari r se rgir keruntungan dan ti rdak mermpe rrsermpi rt ruang ge rrak masyarakat 

untuk be rrparti rsirpasir dalam pe rsta de rmokrasir. Se rlai rn irtu ambang batas parle rme rn 

2,5% me rmi rli rkir si rsir posi rti rf serhirngga me rnjadir opsir te rrbairk untuk pe rnertapan 

ambang batas pare rle rme rn dirantaranya se rbagai r berrirkut:
78

 

1. Mernye rderrhanakan Si rsterm Ke rpartai ran se rhirngga ambang batas 

parle rme rn 2,5% dapat me rmbantu me rnye rderrhanakan si rsterm ke rpartai ran 

dir parle rme rn. De rngan ambang batas yang le rbirh rerndah, partai r poli rtirk 
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yang me rmi rli rkir dukungan re rlati rf kerci rl dapat le rbirh mudah me rmperrole rh 

kursir dir parle rme rn, serhi rngga me rnirngkatkan rerprerserntasi r polirtirk dan 

kerpartai ran yang le rbirh berragam. 

2. Mernirngkatkan Proporsi ronali rtas ambang batas parle rme rn 2,5% dapat 

me rnirngkatkan proporsironali rtas hasi rl permirlu. De rngan ambang batas 

yang le rbirh rerndah, partai r poli rti rk yang me rmi rli rkir dukungan rerlati rf 

kerci rl dapat le rbi rh mudah me rmpe rrolerh kursir di r parle rme rn, se rhirngga 

hasirl pe rmi rlu le rbirh proporsironal dan le rbirh me rwakirli r ke rpernti rngan 

masyarakat. 

3. Merncergah be rsarnya jumlah suara ti rdak di rkonverrsir me rnjadi rkan 

ambang batas parle rmern 2,5% dapat me rncergah be rsarnya jumlah suara 

yang ti rdak dapat di rkonverrsir me rnjadir kursir DPR. Derngan ambang 

batas yang le rbi rh rerndah, partai r poli rti rk yang me rmi rlirki r dukungan 

rerlati rf kercirl dapat le rbirh mudah me rmperrole rh kursi r dir parle rme rn, 

serhirngga me rngurangir jumlah suara yang ti rdak dapat di rkonverrsi r 

me rnjadir kursir DPR. 

4. Mernirngkatkan ki rnerrja parlerme rn serhi rngga ambang batas parle rme rn 

2,5% dapat me rni rngkatkan ki rnerrja parle rme rn. Derngan ambang batas 

yang le rbirh rerndah, partai r poli rti rk yang me rmi rli rkir dukungan rerlati rf 

kerci rl dapat le rbi rh mudah me rmpe rrolerh kursir di r parle rme rn, se rhirngga 

me rnirngkatkan stabi rli rtas pe rme rrirntahan dan erferkti rvi rtas parle rme rn. 

Mernjaga kerdaulatan rakyat, ambang batas parle rme rn 2,5% dapat 

me rnjaga kerdaulatan rakyat. De rngan ambang batas yang le rbirh rerndah, partai r 
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poli rtirk yang me rmi rli rkir dukungan re rlati rf kerci rl dapat le rbi rh mudah me rmpe rrolerh 

kursir dir parle rme rn, serhi rngga me rnirngkatkan re rprerserntasir poli rti rk dan ke rpartai ran 

yang le rbi rh berragam, serrta me rnjaga hak rakyat se rbagai r pe rmi rli rh. Terdapatnya 

ambang batas parlemen secara fakta menimbulkan banyak suara pemilih yang 

tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Berdasarkan hal tersebut  

Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat bahwa terdapat hal yang 

mencederai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian 

hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang 

menggunakan hak pilih.  

Kemudian apabila dalam putusan Mahkamah Konsitusi menyatakan 

Parliamentary threshold ini bertentangan dengan pinsip-prinsip demokrasi 

karena suara rakyat terbuang sia-sia, bahkan dengan dihapuskannya 

parliamentary threshold ini justru akan membuat prinsip-prinsip demokrasi 

semakin tidak berjalan. Dikarenakan adanya keinginan yang sangat tinggi dari 

partai-partai baru untuk duduk di parlemen.  

Sehingga akan menggunakan cara-cara kotor seperti serangan fajar, 

money politic dan lain-lain, karena berdasarkan suara terbanyak dan tidak ada 

pembatasan. Sehingga euphoria dalam pemilu yang seharusnya berfokus pada 

siapa yang beintegritas malah akan berfokus pada siapa yang memperoleh 

suara terbanyak. Sehingga integritas pemimpin sebagai wakil rakyat akan 

menghilang maka dari itu penghapusan  Parliamentary Threshold ini bukanlah 

hal yang urgent serta dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi 

sistem pemerintahan, parlemen maupun dalam  masyarakat.  
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Justru  dengan  adanya pembatasan ini  diperlukan  dalam  rangka 

check and balances antar lembaga legislatif baik pemerintah maupun 

parlemen. Penerapan ambang batas parlemen  ini  sebelumnya  juga  telah  

dianggap  memenui  syarat  konstitusionalitas, yaitu kebijakan pembentukan 

Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik pada 

hakikatnya tergantung pada syarat konstitusionalitas yang pada analisis akhir 

ditegakkan oleh Mahkamah  Konstitusi.   

Terkait  dengan  itu  maka  hal  prinsip  yang  harus  diperhatikan  

adalah sebagai  kebijakan  pembentuk  Undang-Undang  yang  dikaitkan  

dengan  pasal  22E  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  1945  maka  Mahkamah  Konstitusi  telah memberikan jaminan bahwa 

hal itu adalah ranah kebebasan dari pembentuk Undang-Undang sepanjang 

dilakukan  tidak  melanggar  HAM  atau  bertentangan  dengan  prinsip  

kedaulatan rakyat,  prinsip  persamaan,  prinsip  keadilan  dan  prinsip  non  

diskriminasi. Artinya untuk menaikan secara sah ambang batas yang 

dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang dalam penerapan parliamentary 

threshold masih terbuka.
79

 

Beberapa  ahli  hukum  yang  memberikan  keterangan  atau  pendapat  

hukumnya  dalam sidang putusan  MK  Nomor  116/PUU/-XXI/2023  yakni  

salah  satunya  adalah  ahli  yang bernama  Philips  J.  Vermonte  mengatakan  

bahwa  ambang  batas  parlemen  juga  akan  sangat berpengaruh  kepada  

seberapa  proporsional  hasil  pemilu  di  Indonesia.  Ini  penting,  karena 
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memang  Indonesia  di  dalam  penyelenggaraan  pemilu  menganut  sistem  

pemilu  proporsional yang  pada  dasarnya  harus  mengedepankan  

keberimbangan  antara  perolehan  suara  dan  kursi yang didapatkan di 

parlemen kemudian satu aspek penting yang perlu untuk ditekankan dalam 

upaya  untuk  melakukan  penyederhanaan  partai  politik  adalah,  cara  satu 

satunya  bukanlah dengan  terus  menaikkan  angka  ambang  batas  parlemen.   

Tetapi  juga  ada  cara  lain  untuk mewujukan penyederhaan partai 

politik dengan cara memperkecil besaran daerah pemilihan. Inilah yang 

disebut dengan ambang batas tersembunyi. Setelah dianalisa lebih lanjut 

mengenai keterangan ahli Philips J. Vermote ini bahwa semestinya 

penghapusan terhadap ambang batas ini tidak sejalan dengan sistem pemilu di 

Indonesia yaitu proporsional dikarenakan partisipasi rakyat  dalam  perolehan  

suara  terhadap  partai  politik  ini  sudah  dihapuskan,  dan  juga  apabila 

dilihat dari sistem penyerderhanaan partai  melalui konsep ambang batas 

threshold ini memang sebetulnya angka 4% sangatlah besar untuk ketentuan 

bagi daerah yang jumlah penduduknya masih sedikitdisbanding dengan daerah 

dengan jumlah penduduk yang lebih banyak seperti perkoaan yaitu daerah 

Jakarta. 

Untuk itu  seharusnya  ketentuan  terhadap ambang  batas  parlemen  

ini  tidak  dihapuskan melainkan  hanya  mengurangi  besaran  angkanya  saja  

yaitu  menjadi  1%  atau  2%  dilihat berdasarkan  pada  jumlah  penduduk  

yang  ada  disetiap  daerah.  Jika  dihapuskan  maka  tujuan awal 

diterapkannya ketentuan ambang batas parlemen ini akan melahirkan partai-
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partai baru yang  tentunya  belum  partai  tersebut  berbadan  hukum  dan  

memenuhi  syarat  sebagai  peserta pemilu.   

Jadi  dampak  yang  paling  singnifikan  terhadap  penghapusan  

ambang  batas parlemen atau Parliamentary Threshold ini adalah pada 

kebebasan secara tidak efisien bagi masyarakat yang  ingin  membentuk  atau  

mendirikan  partai  baru  di  Indonesia.  Terlihat  bahwa  semakin banyak  

partai  yang  akan  maju  untuk  pemilihan  maka  semakin  terlihat  

kepentingan  partai politiklah yang sebenarnya diutamakan bukan kepentingan 

rakyat pada umumnya. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perubahan norma Pasal 414 

ayat (1) UU Pemilu perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan 

beberapa hal berikut : 

1. Pengaturan ambang batas didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa Undang-Undang Pemilu dibentuk untuk 

jangka waktu yang lama, sehingga perlu diikuti dengan argumentasi atau 

kajian secara mendalam.  

2. Perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau 

presentase ambang batas parlemen diatur dengan mengedepankan untuk 

menjaga proporsionalitas sistem pemilu yang proporsional, terutama untuk 

mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi 

kursi DPR. Oleh karena itu, penghitungan untuk mewujudkan ambang 

batas parlemen dibutuhkan penghitungan yang tepat. 
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3. Pengaturan mengenai ambang batas parlemen juga harus ditempatkan 

dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik, sehingga tujuan 

dari Undang-Undang Pemilu tercapai.  

4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan 

Pemilu 2029, sehingga terdapat pengaturan hokum secara jelas mengenai 

ambang batas parlemen.  

5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap 

penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik 

yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang 

tidak memiliki perwakilan di DPR.
80

 

DPR RI merupakan lembaga yang terdampak oleh Putusan Mahkamah 

Konstitusi. Hal ini dikarenakan ambang batas parlemen pada tahun 2029 tidak 

dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. 

Perubahan Undang-Undang perlu dilakukan untuk menyempurnakan aturan, 

khususnya mengenai ambang batas parlemen yang dapat meminimalisir 

adanya disproporsionalitas antara suara yang sah dengan penentuaun kursi di 

DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik.  

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat 

konstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 
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1. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan 

konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan 

oleh Mahkamah Konstitusi.  

2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan Undang-

Undang.  

3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, 

dalam hal pembentukan Undang-Undang tidak sesuai dengan syarat-syarat 

yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.  

4. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi 

Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama. 

5. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada 

mulanya Mahkamah Konstitusi mengalami kesulitan dalam merumuskan 

amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang tidak beralasan, 

sehingga putusannya sebagian besar ditolak, namun dalam 

perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena 

permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap 

mempertahankan konstitusionalitasnya.  

6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian 

norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam Undang-Undang.  

7. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya 

kekosongan hukum. 
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8. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir 

Undang-Undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat 

sekaligus sebagai pembentuk Undang-Undang secara terbatas.
81

 

    Berdasarkan pernyataan diatas, penulis berpendapat bahwa Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 kurang memberikan 

ketegasan dalam amar putusan tersebut, seharusnya Mahkamah berani secara 

tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas parlemen sebesar 

4% bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan 

inkonstitusional (conditionally unconstitusional) artinya bahwa pasal yang 

dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan 

oleh Mahkamah tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan 

diuji tesebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan 

menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahakmah 

Konstitusi dipenuhi oleh addressat putusan Mahakamah Konstitusi. 

    Oleh karena itu, menurut penulis, Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga penafsir undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the 

constitution), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode 

penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada “original 

intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian 

justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai  

                                                
81 Maruarar Siahaan, “hukum acara mahkamah konstitusi”, Jakarta: konstitusi press, 

2010. Halaman 10 
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suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi 

Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan 

yang hendak diwujudkan.  

   Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks 

keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun 

kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara 

(staatsideé), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara 

demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok 

pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 

Dalam  Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Partai Politik 

Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 

4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan 

dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Oleh karena itu sistem 

pemilu harus dilaksanakan secara proporsionalitas, dengan arti sistem 

pemilihan umum di mana persentase kursi DPR yang dibagikan kepada 

masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh 

masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih 

partai politik, bukan calon perseorangan.82  

Dari putusan tersebut diharapkan dapat membuat parlemen semakin 

inklusif dan representasi warga lebih terwadahi sehingga tidak ada lagi suara 

pemilih yang terbuang percuma karena pemberlakuan ambang batas parlemen. 

                                                
82 Gusti Ngurah, Raditya. Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan 

Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. Denpasar : Universitas Udayana, 2013 Hal .3 
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Banyaknya suara terbuang merupakan distorsi terhadap asas kedaulatan rakyat 

dan keadilan pemilu yang merugikan pemilih.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan pada sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary 

threshold sebesar 4% (empat persen) suara sah nasional yang diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 

Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan 

pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. 

Untuk mengganti nilai 4%. MK juga mernyerrahkan perrubahan 

ambang batas parlermern kerpada permberntuk Undang-Undang, 

derngan syarat bahwa perrubahan terrserbut harus mermperrhatirkan 

lirma poirn, terrmasuk mernjaga proporsironalirtas sirsterm Permirlu 

proporsironal dan merncergah bersarnya jumlah suara yang tirdak 

dapat dirkonverrsir mernjadir kursir DPR. 

2. Konstitusionalitas pasca putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. 

Parlemantary threshold masih digunakan hanya saja penghapusan 

pada  ambang batas 4% karena dianggap tidak memiliki standar di 

parlemen. Dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 ambang batas 

4%  tidak lagi digunakan untuk pemilu 2029 terrmasuk me rtoder dan 

argume rn yang di rgunakan dalam me rnerntukan pali rng se rdirkirt 4%. Serjauh 
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irni r pernggunaan ambang batas parle rme rn 2,5% me rnjadir opsir terrbai rk darir 

pada 4% karerna darir sergir keruntungan dan tirdak me rmpe rrsermpirt ruang 

gerrak masyarakat untuk be rrparti rsirpasir dalam pe rsta dermokrasir. Serlai rn 

irtu ambang batas parle rme rn 2,5% me rmi rlirki r sirsir posirti rf se rhirngga 

me rnjadir opsir terrbai rk untuk pe rnertapan ambang batas. 

B. Saran 

1. Sebuah penetapan ambang batas parlemen memang sangat dibutuhkan 

untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen, dengan harapan dapat 

menyederhanakan sistem kepartaian, serta menahan laju suara terbuang 

agar tingkat disproporsionalitas tidak meningkat.  

2. Seharusnya penerapan ambang batas harus tetap sesuai dengan 

konstitusional yang ada, yang mana tetap memperhatikan prinsip 

kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan tidak melanggar kepastian hukum 

yang dijamin oleh konstitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTARA PUSTAKA 

Buku 

Hanan, Djayadi, “Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia Upaya 

Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis  Dalam Konteks 

Indonesia, (Bandung:PT. Mizan Publika, cet.1 2014 ). 

Martono, Nanang, "Metode Penelitian Kuantitatif: Analirsirs Irsir Dan Analisis 

Data Serkunder" (Rajagafindo Persada, 2010). 

Subadi, Tjipto, “metode penelitian kualitatif”, (Surakarta: muhammadiyah 

universirty pres, 2006). 

Straus, David A. “ the living constitution”, (New Yok: Oxford Unirversity Prerss, 

2010). 

Didik Supriyanto dan Agus Mellaz ’’Ambang batas Perwakilan’’, 

(Jakarta;Perludem, 2011)  

Jimly Asshididdiqie. “Konstitusi dan Konstitusionalismr Indonesia”, (Jakarta 

Timur; sinar grafika;2010) halaman 

King faisal sulaiman. “ Teori hukum dan hukum konstitusi”, (Bandung; Nusa 

Media, 2020)  

 

Jurnal 

Basukir, Udiyo, “Menurut Konstitusionalirme Hak Atas Perlayanan Kerserhatan 

Serbagai Hak Asasi Manusira,” Jurnal Hukum Caraka Justitira 1, No. 1 

(2020): 21–41. 

Suprayadi, Ady Ert Al., “Pernafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 

116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” Ganec Swaa 18, 

No. 1 (March 9, 2024): 592–96. 

Wibowo, Mardiran, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum 

Terbuka Dalam Pengujiran Undang-Undang,”. 

Basuki Udiyo, “Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan 

Sebagai Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum Caraka Justitia 1, No. 1 

(2020). 

Fikri, Sultoni, dkk. “Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang 

Batas Parlementary Threshold,” Jurnal Sosial Humaniora Sigli 6 (20 

Desember 2023). 



 
 

 

Jumadi, “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia,” Jurisprudentie : 

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, No. 2 (1 Desember 

2016). 

PurnamasarI, Galuh Candra, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi 

Perjanjian Internasional,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 

(21 Maret 2018). 

Romli, Lili, “Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial,” Jurnal 

Communitarian 1, no. 1 (26 Desember 2018). 

Supryadi, Ady Dkk., “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-

Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” Ganec Swara 18, No. 1 (9 

Maret 2024). 

Taufiqurohman, Moch. Marsa, “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan 

pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia,” Politika: 

Jurnal Ilmu Politik 12, no. 1 (27 April 2021). 

Basuki Udiyo, “Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan 

Sebagai Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum Caraka Justitia 1, No. 1 

(2020). 

Fikri, Sultoni, dkk. “Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang 

Batas Parlementary Threshold,” Jurnal Sosial Humaniora Sigli 6 (20 

Desember 2023). 

Jumadi, “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia,” Jurisprudentie : 

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, No. 2 (1 Desember 

2016). 

PurnamasarI, Galuh Candra, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi 

Perjanjian Internasional,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 

(21 Maret 2018). 

Romli, Lili, “Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial,” Jurnal 

Communitarian 1, no. 1 (26 Desember 2018). 

Supryadi, Ady Dkk., “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-

Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” Ganec Swara 18, No. 1 (9 

Maret 2024). 

Taufiqurrohman, Moch. Marsa, “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan 

pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia,” Politika: 

Jurnal Ilmu Politik 12, no. 1 (27 April 2021). 



 
 

 

Lain-Lain 

Argawatir, Utamir “Ambang Batas Parlermern Untuk Mernyerderrhanakan Sirsterm 

Kerpartairan Mahkamah Konsti rtusir Rerpublirk I rndonersira,”, https://www. 

mkrir.ird/irnderx.php ?ird=1979 0&me rnu =2&page r =werb.Berrirta. Di akses 

pada 19 Mei 2024 

Argawatir, Utami r “Aturan Ambang Batas Parle rmern Ermpat Pe rrsern Konstirtusironal 

Berrsyarat Untuk Pe rmirlu 2029 Dan Permirlu Berrirkutnya | Mahkamah 

Konstirtusir Rerpublirk I rndonersira,”, 

https://www.mkrir.ird/irnderx.php?ird=20080&mernu=2&pager=werb.Berrirta. Di 

akses pada 17 Mei 2024. 

Aulir, Rernata Chrirstha. “Perngerrtiran Konstirtusir Mernurut Para Ahli r dan Sercara 

Ertirmologirs,”31 Merir 2024,https://www.hukumonlirner.com/klirnirk/a/ perngerrti r 

an-konstirtusir-mernurut-para-ahlir-dan-sercara-ertirmologirs-lt62f1f95c8b86c/. 

Di akses 16 Mei 2024. 

Erfrairm Jordir Kastanya ,“Me rngernal Pernafsirran Konstirtusir dan Contohnya,” 31 meri r 

2024, https://www.hukumonlirner.com/klirnirk/a/pernafsirran-konstirtusir-

lt63036436952aer/. Di akses pada 16 Mei 2024. 

Fadhirl, Harirs, “Alasan MK Putuskan Ambang Batas Parle rmern Harus Di rubah 

Serberlum Pe rmirlu 2029,” dertirknerws, https://nerws.dertirk.com/permirlu/d-

7219420/alasan-mk-putuskan-ambang-batas-parlermern-harus-dirubah-

serberlum-permirlu-2029. Di akses pada 17 Mei 2024 

Nua, Faustirnus “Irnir Alasan MK Hapus Syarat Ambang Batas Parle rmern 4, 

https://merdirairndonersira.com/polirtirk-dan-hukum/655567/irnir-alasan-mk-

hapus-syarat-ambang-batas-parlermern-4. Di akses pada 18 Mei 2024. 

Oktavirra, Berrnadertha Aure rlira, “Ke rterntuan Parliramerntary Thrershold Se rterlah 

Putusan MK,” July 7, 2018, https://www.hukumonli rner.com /klirnirk/a/ 

kerterntuan-irparliramerntary-thrershold-ir-serterlah-putusan-mk-

lt65d8827563d2er/. Di akses pada 18 Mei 2024. 

Purnamasari r, Di ran De rwir. “Putusan MK Nomor 116/PUU-XXIr/2023 Terntang 

Ambang Batas Parlermern Perrkumpulan Untuk Pe rmirlu Dan De rmokrasir,”, 

https://perrluderm.org/2024/02/29/putusan-mk-nomor-116-puu-xxir-2023-

terntang-ambang-batas-parlermern/. Di akses pada 17 Mei 2024. 

Sandro Andri rawan, dkk ,Konstruksir Hukum Ambang Batas Parle rmern Dalam 

Permirlirhan Umum Anggota De rwan Perrwakirlan Rerpublirk I rndonersira Untuk 

Merwujudkan Dermokrasir,” , https://www.jurnal.i rderaspublirshirng.co.ird/ 

irnderx.php/jirh/artircler/virerw/1495/598. Di akses pada 02 Juni 2024. 

Saptohutomo, Aryo Putranto “Perngerrtiran Dan Alasan Pe rnerrapan Parliramerntary 

Thrershold,”r , 2024, https://nasironal.kompas .com/re rad/202 2/05/16/ 

https://www.hukumonline/


 
 

 

190300 11/pern gerrtiran-dan-alasan-pernerrapan-parliramerntary-thrershold. Di 

akses pada 19 Mei 2024. 

Ulya, Fi rka Nurul, “Novi ranti r Sertuni rngsirh“MK Putuskan Ambang Batas Parle rmern 

Permirlu 2024 Tertap 4 Perrsern, Dirubah Untuk Pe rmirlu 2029 Dan Se rlanjutnya 

Halaman All - Kompas.Com,”, https://nasi ronal.kompas.com/rerad/2024/ 

03/01/08005981/mk-putuskan-ambang-batas-parlermern-permirlu-2024-tertap-

4-perrsern-dirubah untuk?pager=all. Diakses pada 27 Mei 2024. 

“Polemik Keputusan Mk Mengenai Ambang Batas Parlemen – Program Studi 

Ilmu Politik,” diakses 31 Agustus 2024, http://ip.fisip.unas.ac.id/polemik-

keputusan-mk-mengenai-ambang-batas-parlemen/. 

 Al-Fatih Sholahuddin, Dkk, “Reformulasi Parliamentary Threshold Yang 

Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia,” T.T. 

Doly, Denico, “ Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas 

Parlemen”, Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan 

Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI 

diakses pada 4 September 2014 https://berkas.dpr.go. 

id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-

208.pdf  

Hanan Djayadi “Peluang Partai Baru - Kompas.id,” diakses 3 September 2024, 

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru. 

kartika Mimi, “MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur | 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 31 Agustus 2024, 

https://www.mkri .id/index. php?id=21347&page=web.Berita. 

Perludem, “Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang 

Batas Pencalonan,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 

November 2017, https://perludem .org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-

oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/. 

Wibowo Mardian.” Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”, 

materi_32_MK dan Hukum Acara PUU, hlm. 7-8 diakses pada 4 September 

2024 

“Pernerlirtiran Kerpustakaan Dalam Pe rnerlirtiran Perngermbangan Pe rndirdirkan Bahasa 

Irndonersira, Sarir Jurnal Bornero Humanirora,”, Http://Jurnal.Bor 

nero.Ac.Ird/Irnderx.Php/Bor ne ro_Humanirora/Artircler /Virerw/ 2249/1519. Di 

akses pada 27 Mei 2024. 

“KPU RIr Tertapkan 17 Partair Polirtirk Pe rserrta Permirlu 2024 - kersbangpol.d 

ernpasarkota .go.ird,” Badan Ke rsatuan Bangsa dan Polirtirk Kota De rnpasar, 



 
 

 

https://www.kersbangpol. dernpasarkota.go.ird /berrirta/kpu-rir-tertapkan-17-

partair-olirtirk-perserrta-permirlu-2024. Di akses pada 27 Mei 2024. 

Argawatir, Utami r “MK Putuskan Ambang Batas Parle rmern Permirlu 2024 Tertap 4 

Perrsern, Dirubah Untuk Pe rmirlu 2029 Dan Serlanjutnya Halaman All - 

Kompas.Com.” 

Yulirandri r, Konstirtusi r dan Konstirtusironali rsme r”, di raksers pada 18 me ri r 2023 dalam 

https://pusdi rk.mkri r.ird/mate rrir/mate rri r_39_Prof.%20Yulirandrir_Konstirtusir%2

0dan%20Konstirtusi ronali rsme r_Makalah.pdf 

“Aturan Ambang Batas Parle rmern Ermpat Pe rrsern Konstirtusironal Berrsyarat Untuk 

Permirlu 2029 Dan Pe rmirlu Berrirkutnya, Mahkamah Konsti rtusir Rerpublirk 

Irndonersira,” accersserd March 2, 2024, https://www.mkri r.ird/irnderx.php? 

ird=20080&mernu=2&pager=werb.Berrirta.  Di akses pada 02 Maret 2024. 

Serkrertarirat Je rnderral MPR RI r, “Kertua Ke rlompok DPD Di r MPR, M. Syukur 

Dukung Putusan MK Batalkan Ambang Batas Parle rmern 4 Pe rrsern,” 

mpr.go.ird, , https://www.mpr.go.i rd/berrirta/Kertua-Kerlompok-DPD-dir-

MPR,-M.-Syukur-Dukung-Putusan-MK-Batalkan-Ambang-Batas-

Parlermern-4-Perrsern. Di Akses pada 18 Mei 2024 

“Polemik Keputusan Mk Mengenai Ambang Batas Parlemen – Program Studi 

Ilmu Politik,” diakses 31 Agustus 2024, http://ip.fisip.unas.ac.id/polemik-

keputusan-mk-mengenai-ambang-batas-parlemen/. 

 Al-Fatih Sholahuddin, Dkk, “Reformulasi Parliamentary Threshold Yang 

Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia,” T.T. 

Doly, Denico, “ Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen”, 

Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat 

Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI diakses pada 4 

September 2014 https://berkas.dpr.go. id/pusaka/files/info_singkat/Info%20 

Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-208.pdf  

Hanan Djayadi “Peluang Partai Baru - Kompas.id,” diakses 3 September 2024, 

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru. 

kartika Mimi, “MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur | 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 31 Agustus 2024, 

https://www.mkri .id/index. php?id=21347&page=web.Berita. 

Perludem, “Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang 

Batas Pencalonan,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 

November 2017, https://perludem .org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-

oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/. 

https://www.kesbangpol/
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf


 
 

 

Wibowo Mardian.” Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”, 

materi_32_MK dan Hukum Acara PUU, hlm. 7-8 diakses pada 4 September 

2024. 

Peraturan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang dasar 1945. 

Pasal 414 ayat (1) Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 

Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 116/PUU-XXI/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap : Ayu Sawitri 

2. NIM : 1917303068 

3. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara 

4. Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi/ 20 Maret 2001 

5. Alamat Rumah : Perumahan telaga harapan Blok J7 No. 08 

  Cikarang Barat Bekasi 

6. Jenis Kelamin : Perempuan 

7. Nama Ayah : Zulpen 

8. Nama Ibu : Sriyati 

 

B. Riwayat Pendidikan  

1. Pendidikan Formal 

a. SD/ MI : MI Al-Imaroh 

b. SMP/ MTS : MTS Al-Imaroh 

c. SMA/ MA : MA Al-Imaroh 

d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Purwokerto,  September 2024 

 

 

Ayu Sawitri  

NIM. 1917303068 

 

 


